F1-02.15 Rev.1

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS (PT OTP)
UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA)

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.
b.

Nama LPVI
Alamat Kantor

Email
Website

Nomor Akreditasi KAN
sebagai LPVI

Penetapan sebagai LPVI
Pelaksana Penilaian
Kinerja PHL dan VLHH

Tim Audit

Pengambil Keputusan

2. IDENTITAS AUDITI

Nama Auditi
Alamat Kantor

Nomor SK PBPH

Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Nomor S-PHL

MR auditi untuk kegiatan
audit

PT Trustindo Prima Karya

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa
No. 80 Samarinda.75121

trustindoprimakarya@amail.com

www.trustindo.net

LPVI-017-IDN
Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025

a) Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor PHL Produksi) / Lead Auditor
Under Supervisi

b) Ir. Suhardi (Auditor PHL Prasyarat) / Lead Auditor Supervisor
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi dan VLHH)
d) M. Irfan Khairullah (Auditor PHL Sosial)

Ir. Kurnia, IPU

PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS (PT OTP)

Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 48, JI. Gajah Mada No.
3-5, Jakarta Pusat 10130

SK.456/Menhut-11/2005 tanggal 9 Desember 2025 Jo.
SK.851/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021

+67.030 Hektar di Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

051.SPHL.017 berlaku sampai dengan 9 November 2027

Nama : Suradi
Jabatan : Manager Camp
Surat Penunjukkan : 021/0TP-HA/JKT/IV/2026 tanggal 28 April 2026
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3.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN

No.

Tahapan Kegiatan
Audit

Waktu
Pelaksanaan

Ringkasan Hasil Kegiatan

Pertemuan
koordinasi dengan :
Direktorat PUPH
sebelum penilaian
lapangan

30 April 2026

Dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom
Meeting.

Terdapat informasi tentang auditi untuk dikonfirmasi
ke UM dan di lapangannya.

Pertemuan
koordinasi dengan :
Instansi Kehutanan
di daerah sebelum
penilaian lapangan

4 Mei 2026

Dilakukan secara offline di kantor instansi masing-
masing, yaitu dengan

a) BPHL Wil. XIIl Samarinda; dan

b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur

c) Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan
menggunakan form F1-02.5a Rev.1

Pelaksanaan
penilaian lapangan

5 -9 Mei 2026

Dilaksakan di kantor lapangan dan areal PBPH

auditi.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan pertemuan

pembukaan, untuk menyampaikan rencana teknis

pelaksanaan audit dan tata tertibnya, dan diakhiri
dengan pertemuan penutupan, untuk menyampaikan
hasil audit dan kesimpulannya.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan BAP

menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan untuk

pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1

Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor prasyarat
(Suhardi), produksi (Rafael Satria), ekologi (Bayu
Satria) dan sosial (M. Irfan Khairullah)
menggunakan Standar :

1) Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 1.1
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/
2022; dan

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL No, 2
Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026.

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022
oleh auditor VLHH Hulu (Bayu Satria)

Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat
menggunakan checklist sesuai form F1-02.8 Rev.1

Presentasi hasil
Penilaian Kinerja
PHL sementara
kepada BPHL Wil.
XIlI Samarinda.

11 Mei 2026

Dilakukan secara offline, dan dihadiri oleh undangan
yang meliputi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur

Laporan sementara telah diserahkan kepada Bpk.
Abdul Cholik
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4. HASIL AUDIT :

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

A. | Aspek PRASYARAT

1. | Indikator Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi
1.1

a. | Verifier Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas
111 sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku

laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT Oceanias Timber Products merupakan pemegang perizinan berusaha
Singkat pemanfaatan hutan (PBPH) untuk pemanfaatan hutan alam berdasarkan SK
Justifikasi Menteri yang membidangi masalah kehutanan sebagai berikut :

a) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-11/2005 tanggal 09
Desember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products atas Areal Hutan
Produksi seluas + 67.030 Ha di Provinsi Kalimantan Timur; Jo.

b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
SK.851/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang
perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di Provinsi
Kalimantan Timur.

Terhitung saat ini (2026), izin PBPH PT OTP berumur 33 tahun. SK PBPH No.
SK.456/Menhut-11/2005 tanggal 09 Desember 2005 untuk 45 tahun dan berlaku
surut sejak tanggal 17 Mei 1993 sampai dengan tanggal 16 Mei 2038

Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini (2026)
mencapai 148,52 Km (100%) dari total rencana tata batas areal PBPH sepanjang
148,52 m.

Ketersediaan dokumen tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat
realisasinya sebagai berikut :

1) Batas Sendiri (Batas PT OTP HTI) sepanjang 31,08 Km
a) Rencana TBT No. 758/PB/1995 tgl 19/07/1995
b) Instruksi Kerja TBT No. 278/IPPH-2.4.2/ HPH/1995 tgl 6/10/1995
c) BAP TBT Tanggal 27 Januari 1996
d) Laporan TBT No. 1107 Tahun 1996

2) Batas Persekutuan dengan PT Intertropic Aditama dan PT Acacia Andalan
Utama sepanjang 80,89 Km.

a) Rencana TBT No. 66/PB/IUPHHK-HA/2007 tgl 14/08/ 2007
b) Instruksi Kerja TBT 108/ITK/IBPKH IV-2/2013 tgl 26/07/2013
c) BAP TBT Tanggal 16/12/2013

d) Laporan TBT No. 76/BPKH 1V-2/2014 Tahun 2014

3) Batas Persekutuan dengan PT RHOI (Eks PT Mugitriman) sepanjang 13,63
Km
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a) Rencana TBT 341/PB/1991 tgl 26/06/1991
b) Instruksi Kerja TBT No. 12/HPH/II-2/1992 tgl 18/04/1992
c) BAP TBT Tanggal 27/06/1992
d) Laporan TBT No. 631 Tahun 1992
4) Batas Persekutuan dengan PT Sumber Mas (PT Delonix Agro Prima)
sepanjang 22,92 Km
a) Rencana TBT No. 304/PB/1991 tgl 26/06/1991
b) Instruksi Kerja No 117/HPH/II-2/1992 tgl 5/12/1991.
c) BAP TBT tanggal 23/03/1992
d) Laporan TBT No. 585 Tahun 1992

Verifier Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

1.1.2

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Realisasi tata batas areal kerja PBPH PT OTP sampai dengan saat ini, mencapai
Singkat 100% (temu gelang) sepanjang 148,52 Km dari total rencana tata batas areal
Justifikasi PBPH sepanjang 148,52 Km sebagai berikut :

No Rencana Tata Volume | Realisasi Keterangan
" | Batas Areal PBPH | (Km) (Km) (Tingkat Realisasi)
A. | Batas Sendiri
1. | Batas Alam/ Sendiri 31,08 31,08 | 100% sesuai Lap. TBT
No. 1107/1996
B. | Batas Persekutuan
1. | PT Intertropic 80,89 80,89 | 100% sesuai Lap. TBT
Aditama dan PT No. 76/BPKH IV-2/2014
Acacia Andalan
Utama
2. | PT Inhutani I/ PT 22,92 22,92 | 100% sesuai Lap. TBT
Sumber Mas No. 585/1992
Timber/
PT Delonix Agro
Prima
3 | Restorasi Habitat 13,63 13,63 | 100% sesuai Lap. TBT
Orang Utan No. 631/1992
Indonesia
(sebelumnya Eks
PT Mugitriman)
Total 148,52 148,52 | Temu Gelang
Terdapat realisasi kegiatan pemeliharaan batas sebagai berikut :
N Pemeliharaan | Rencana | Realisasi Kegiat
% | Batas (Trayek) (Km) (Km) egiatan
A | Tahun 2025
1 | P.92-P.101 1,00 1,00 | BAP No. 071/0TP-HA/XI/2025 tanggal
10/10/2025
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B | Tahun 2026

P.778 - P.1002 22,92 22,4 | BAP No. 072/0TP-HA/II/2026 tanggal
15/02/2026 sekaligus pelaksanaan
batas persekutuan dengan PT Delonix
Agro Prima (Eks PT Sumber Mas
Timber menyusuri Sungai Kalinjau)

Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian kegiatan pemeliharaan batas

dengan BAP Pemeliharaan dengan sampling pada trayek sebagai berikut :

1) Trayek F-K Patok No. P.99 batas PT OTP dan PT ITA pada koordinat N 010
12" 55,3” E 1160 32’ 13,7, terdapat bekas rintisan dan patok batas dari kayu
keras dicat warna merah dan putih bertulisan No. Patok serta initial
Perusahaan pada lokasi yang sesuai;

2) Trayek F-K Patok No. P.98 batas PT OTP dan PT ITA pada koordinat N 019
12'52,3" E 1160 32’ 15,0, terdapat bekas rintisan dan patok batas dari kayu
keras dicat warna merah dan putih bertulisan No. Patok serta initial
Perusahaan pada lokasi yang sesuai;

3) Trayek F-K Patok No. P.97 batas PT OTP dan PT ITA pada koordinat N 019
12" 49,8" E 1160 32’ 16,9, terdapat bekas rintisan dan patok batas dari kayu
keras dicat warna merah dan putih bertulisan No. Patok serta initial
Perusahaan pada lokasi yang sesuai.

Verifier Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari
1.1.3 Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Fragmentasi areal terbangun tanpa izin PT OTP seluas 8,8 Ha (0,01%) dari total
Singkat luas areal PBPH PT OTP (67.030 Ha)
ustfias! No. Fragmentasi IZ::; Legalitas
PPKH - -
PPTK (TORA) - -
Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan Adat, - -
HTR)
APL - .
Sawit/ Perkebunan 3,8 X
Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, 5,0 X
Jalan, Kebun Masyarakat)
7. | Pemukiman - -
Jumlah terbangun tanpa lzin 8,8 -
Jumlah terbangun dengan izin - -
Verifier Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
114
Bobot 2
NILAI BAIK
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Uraian Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa adanya pemanfaatan
Singkat lahan oleh masyarakat untuk ditanami kelapa sawit seluas 3,8 Ha dan klaim
Justifikasi lahan atas nama Tanah Adat Desa Long Pejeng dengan memasang patok di
pinggir jalan dan areal belukar terbuka dengan estimasi seluas 5,0 Ha.
Areal kerja PT OTP seluas +67.030 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak lain
seluas 8,8 Ha terdiri dari areal yang sudah ditanami kelapa sawit oleh
masyarakat seluas 3,8 Ha dan areal klaim konflik tenurial seluas 5,0 Ha,
sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT OTP sebesar 67.030 Ha - 8,8
Ha = 67.021,2 Ha atau sebesar 99,99% dari luasan areal kerja
Nilai Kinerja 21/21x100% =100,00 % = BAIK
Indikator 1.1
2. | Indikator Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi
1.2
a. | Verifier Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
1.2.1 perusahaan yang sesuai dengan PHL
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT Oceanias Timber Products telah menyusun dokumen visi dan misi
Singkat perusahaan sesuai dengan keputusan Direktur PT OTP No.
Justifikasi 008/0TP/JKT/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan visi dan misi
perusahaan.
Visi misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu mencakup aspek
produksi (misi No. 1,dan 2) aspek ekologi (misi No. 3), dan aspek sosial (misi No.
4,5 dan 6).
Visi Misi PT OTP telah disosialisasikan kepada karyawan dengan memasang
banner di kantor dan basecamp dan sosialisasi langsung bersamaan dengan
sosialisasi kepada mitra kerja, maupun sosialisasi kepda masyarakat sesuai
dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi No. 01/PT.OTP-
HA/SOSIAL/ V1/2024 tanggal 11 Juni 2024; No. 01/PT.OTP-HA/SOSIAL/IX/2025
tanggal 16 September 2025 ; No. 01/PT.OTP-HA/SOSIAL/IV/2026 tanggal 25
April 2026 kepada masyarakat desa terdampak yaitu Desa Marah Halog dan
Desa Lung Melah Kec. Telen Kab. Kutai Timur
b. | Verifier Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
1.2.2
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Misi PT OTP berjumlah 6 (enam) misi sehingga pada masing-masingnya bernilai
Singkat 17-16%. Dengan membandingkan setiap implementasi pengelolaan hutan lestari
Justifikasi pada aspek produksi, ekologi dan sosial dengan visi dan misi yang dicanangkan
dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan di antaranya sebagai
berikut:
1) Misi untuk mewujudkan kepastian kawasan telah diimplementasikan dengan
melakukan penataan batas temu gelang, walaupun belum mendapatkan SK
Penetapan areal berdasarkan hasil tata batas di lapangan. Implementasi misi
1 dinilai (0,9x17%=15,3%).
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2)

Misi untuk meningkatkan produktivitas hutan di areal tidak produktif telah
diimplementasikan dalam bentuk penyusunan RKUPH Multi Usaha
Kehutanan dengan mengalokasikan areal untuk sistem silvikultur THPB pada
areal yang kurang produktif seluas 13.033 Ha. Pada areal ini akan dilakukan
sistem silvikultur THPB melalui penanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp
dan Sengon. Namun demikian dalam implementasinya masih belum
diterapkan. Implementasi misi 2 dinilai (0,5x17%=8,50%).

Misi untuk mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan
sebagian areal untuk kawasan lindung beserta pengelolaannya
diimplementasikan mengalokasikan kawasan lindung seluas 7.686 HA atau
sebesar 11,47% dari luas arealnya sebagaimana tercantum pada dokumen
RKUPH dan keputusan Direktur No. 012/0TP-HA/VIII/2023 tentang
Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PBPH PT OTP tanggal 7
Agustus 2023. Sedangkan untuk pengelolaannya masih belum sepenuhnya
diimplementasikan seperti penataan batas kawasan lindung baru mencapai
47%, pengelolaan flora fauna yang dinilai sedang dan masih terdapat
gangguan pada kawasan lindung seperti perburuan dan penambangan emas
tradisional di sempadan sungai.. Implementasi misi 3 dinilai
(0,7x17%=11,9%).

Misi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia
sebagai pengelola hutan telah diimplementasikan dengan menyusun struktur
organisasi dan melengkapi dengan personilnya, melakukan peningkatan
kompetensi karyawan khususnya tenaga profesional kehutanan dengan
melakukan diklat dan uji kompetensi GANSIPH. Hasil verifikasi terkait SDM
dan tenaga kerja profesional kehutanan serta GANISPH dinilai mencukupi
hanya perlu menambahkan GANISPH dengan kompetensi sesuai rencana
multi usaha kehutanan berupa GANISPH Karbon dan GANISPH HHBK.
Implementasi misi 4 dinilai (0,7x17%=11,9%).

Misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat telah
diimplementasikan dengan memberikan kesempatan bekerja di perusahaan,
kesempatan berusaha untuk menjadi kontraktor, suplier barang dan jasa,
angkutan karyawan dinas maupun berlibur/ cuti maupun keperluan lainnya,
pemberian fee produksi kayu dan lainnya. Implementasi misi 5 dinilai
(0,8x16%=12,8%).

Misi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah telah
diimplementasikan dalam bentuk pembayaran PNBP atas PSDH dan DR
kepada pemerintah, pembayaran pajak perusahaan dan karywannya,
pemberian fee produksi, pemberian bantuan untuk perbaikan jalan,
pembuatan parit pemberian bantuan BBM untuk penerangan desa dan
lainnya. Implementasi misi 6 dinilai (0,8x16%=12,8%)

Visi dan misi PT Oceanias Timber Products telah diimplementasikan sebagian
dengan nilai sebesar 73,2%

Nilai Kinerja 719x100% =77,78 % =SEDANG
Indikator 1.2
3. | Indikator Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional
1.3 bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari
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Verifier Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya

1.3.1 pengelolaan hutan yang lestari

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT OTP telah memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari

Singkat yang ditetapkan oleh Direktur tanggal 06 Januari 2024 dan pembaruannya sesuai

Justifikasi dengan keputusan No. 011/OTP-JKT/I11/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang
Penetapan Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products.
Struktur Organisasi PT OTP telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan
lestari yang menempatkan bagian perencana, pelaksana produksi, pembinaan
hutan dan kelola sosial serta bagian pendukungnya. Terdapat lampiran berupa
bagan organisasi dan uraian tugas pada masing-masing jabatannya

Verifier Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga

1.3.2 teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT OTP memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan

Singkat sebagai berikut :

Justifikasi

a) Total dimiliki saat ini 3 (tiga) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 2 (dua) orang pada bagian Bina
Hutan dan 1 orang di Kantor dengan jabatan General Manager
PT OTP memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga menengah
kehutanan SMK Kehutanan/ SKMA sebagai berikut:
a) Total dimiliki saat ini 5 (lima) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp pada jabatan (Produksi dan
Planning)
PT OTP merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH sebanyak10 orang
terdiri dari GANISPH Kurpet 1 Orang, GANISPH Canhut 1 Orang, GANISPH
Binhut 1 Orang, GANISPH Nenhut 1 Orang dan GANISPH PKB 6 Orang.
Realisasi kepemilikan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPH)
sebagai berikut :

No Kompetensi JUMLAH GANISPH
" | GANISPH RKUPH | Keperluan | Realisasi | +-

1. | Kurpet 1 1 1 -

2. | Canhut 1 1 1 -

3. | Binhut 1 2 1 1

4. | Nenhut 1 1 1 -

5. | PKB 6 8 4 4

6. | Jasling - 1 - 1
Karbon

7. | HHBK - 1 - 1
Jumlah 10 15 8 7
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PT OTP memiliki GANISPH PKB a.n Eddy Rahman Nur Register No.
23250015789 namun sedang menjalani sanksi pembekuan dari BPHL Wilayah
Xl sehubungan dengan hasil penilaian kinerjanya.

GANSIPH PT OTP telah memiliki pengangkatan/ penugasan dan penempatan
sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan data pada SIGANISHUT.

Dengan demikian realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan
(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain)
pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL PT OTP
sebesar 80% (=70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen
perencanaan (RKUPH) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan

Verifier
1.3.3

Peningkatan kompetensi SDM

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT OTP memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan karyawan yang
tercantum pada dokumen Rencana Pelatihan Tenaga Profesional Kehutanan
sebagai berikut :

1) Tahun 2024 PT OTP merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 39 orang dari 3 judul
pelatihan yaitu Pelatihan Karhutla sebanyak 30 orang dan Penilaian Kinerja
GANISPH sebanyak 8 orang dan kegiatan Sosialisasi Kementerian 1 orang.
Realisasinya sebanyak 39 orang (100%) dengan 3 judul pelatihan yang
dilaksanakan.

2) Tahun 2025 PT OTP merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 12 orang dari 2 judul
pelatihan yaitu Penilaian Kinerja GANISPH sebanyak 8 orang dan kegiatan
Sosialisasi Kementerian 4 orang. Realisasinya sebanyak 9 orang (75%).

3) Tahun 2026 PT OTP merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 43 orang dari 3 judul
pelatihan yaitu Penilaian Kinerja GANISPH sebanyak 8, Sosialisasi
Kementerian sebanyak 5 orang dan Pelatihan Damkarhutla sebanyak 30
orang. Berdasarkan tata waktunya realisasi kegiatan baru pada Sosialisasi
Kementerian di bulan April 2026 sebanyak 1 orang dan Penilaian Kinerja
akan direalisasikan pada Triwulan ke-4 Tahun 2026. Sedangkan Pelatihan
Damkarhutla yang dijadwalkan bulan Februari belum dilaksanakan dan
ditunda pada Triwulan ke-3.

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT OTP tahun 2024 dan

2025 rata-rata sebesar 87,5%. Namun demikian kegiatan pelatihan yang

direncanakan oleh PT OTP tidak didasari oleh analisis kebutuhan organisasi dan

lebih kepada pemenuhan kewajiban untuk menilai kinerja GANISPH dari BPHL

Wilayah XIII dan Sosialisasi dari Kementerian Kehutanan terkait informasi

maupun penerapan sistem atau adanya perubahan peraturan terkini. Untuk

tahun 2026 kegiatan pelatihan dan penilaian kinerja akan dilakukan pada

Triwulan ke-3 dan ke-4

Verifier
1.3.4

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)

Bobot

1
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NILAI SEDANG
Uraian Tenaga profesional kehutanan PBPH PT OTP telah memiliki kelengkapan
Singkat administrasi ketenagakerjaan sebagai berikut :
Justifikasi 1. ljazah pendidikan tersedia lengkap sejumlah 8 dari 8 tenaga kerja profesional
sarjana dan D3 kehutanan serta tenaga menengah kehutanan.
2. SK Pengangkatan tersedia 12 dari 16 tenaga profesional dan GANISPH
3. Sertifikat pelatihan tersedia lengkap pada seluruh GANISPH.
4. Sertifikat kompetensi GANISPH tersedia lengkap
5. SKPenugasan dari BPHL Wilayah XIII tersedia lengkap
6. SK Penempatan dari Direksi tersedia lengkap
Nilai Kinerja 18/21x100% = 85,71 % = BAIK
Indikator 1.3
4. | Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan
1.4 Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan
Produksi
a. | Verifier Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
141
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman data laporan dan
Singkat lainnya pada PT OTP menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT seperti
Justifikasi biasanya berupa email, what's app dan grup-grup komunikasi lainnya. Secara
operasional lokasi PT OTP dan Blok Tebangan tidak terjangkau jaringan seluler,
komunikasi dilakukan menggunakan radio HT dan pelaporan berbasis data
dilakukan di basecamp yang memiliki jaringan internet menggunakan starlink.
Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional
di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan dan
di kantor yang memadai. Personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan
pelaporan dan sistem informasi adalah Manager Camp atas nama Suradi sesuai
dengan surat penunjukan penanggung jawab SK No. 006/0TP/JKT/1/2024
tanggal 04 Januari 2024.
b. | Verifier Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya
1.4.2
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT OTP memiliki organisasi SPI/ Internal Audit yang tercantum pada Struktur
Singkat Organisasi dan ditetapkan melalui keputusan Direksi No. 023/0TP-
Justifikasi HA/JKT/I1I/2023 tanggal 02 Maret 2023 dan pembaruannya No. 08/OTP-
HA/JKT/I72025 tanggal 02 Januari 2025.
Terdapat dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI Tahun
2024 dan Tahun 2025 yang mengevaluasi pada kegiatan operasinal di lapangan,
namun cakupan aspek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dinilai hanya
pada kegiatan operasional tertentu saja masih belum menjangkau pada seluruh
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tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari seperti bidang perencanaan terkait
pelaporan SIM, Penyusunan RKT, pencapaian produksi, realisasi dan
implementasi multi usaha kehutanan dan kegiatan pembinaan hutan, kelola
lingkungan serta kelola sosial lainnya.

Dengan demikian terdapat organisasi SPI yang disahkan Direksi namun kegiatan SPI PT OTP
dinilai belum berjalan dengan efektiif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk
mengontrol jalannya kegiatan organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan

c. | Verifier
14.3

Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan
evaluasi.

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tindaklanjut hasil evaluasi SPI berupa
action plan dan BAP tindaklanjut temuan SPI memang terdapat tindaklanjut dari
temuan SPI dan telah diselesaikan di lapangan, namun demikian masih terdapat
temuan SPI yang berulang setiap tahun seperti pemeliharaan plang batas dan
batas kawasan lindung, pemasangan rambu-rambu jalan, pembuatan embung
air, tidak terdapat APAR dan lainnya menunjukkan bahwa tindaklanjut atas
temuan SPI tidak menemukan akar permasalahan dan penyebab terjadinya
ketidaksesuaian sehingga terus menjadi temuan SPI pada pemeriksaan
berikutnya.

d. | Verifier
144

Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT OTP telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan sistem

informasi manajemen milik Kementerian Kehutanan sebagaimana penunjukkan

dari Direksi dan Manager Camp dengan personil dan keputusan sebagai berikut :

1) Operator SIPASHUT atas nama Suradi sesuai SK No. 011/OTP-
HA/JKT/I/2024 tanggal 09 Januari 2024

2) Operator SIPUHH, SIPNBP atas nama Fauzi Dwi S sesuai SK No.
005/0TP/1/2024 tanggal 04 Januari 2024

3) Sub Operator SIGANISHUT atas nama Satria Nur Azis Rahman sesuai SK
No. 010/OTP/I1I/2022 tanggal 1 Maret 2022

4) Operator SIMPEL atas nama Fauzi Dwi S sesuai SK No. 12/0TP-
SMD/I11/2023 tanggal 13 Februari 2023

5) Operator SIPONGI atas nama Satria Nur Azis Rahman sesuai SK No.
006/0TP-JKT/I12024 tanggal 04 Januari 2024

6) Operator SIPATOK atas nama Fauzi Dwi S sesuai SK Manager Camp No.
0173/0TP/SPT/VIIII2025 tanggal 19 Agustus 2025

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM
yang dilakukan oleh PT OTP menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada
SIM Kementarian LHK diverifikasi telah dilaporkan, namun untuk SIPAHUT
belum sepenuhnya patuh dan pengisian laporannya masih belum lengkap dan
perlu tambahkan sesuai data terkini pada setiap kegiatan.

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

16/21x100% =76,19 % = SEDANG
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Indikator Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.5

Verifier Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
1.5.1 keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PT OTP telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disetujui dan disahkan
Singkat sebagai berikut :

Justifikasi 1) RKTPH tahun 2024 telah disusun dan disahkan melalui aplikasi SIPASHUT

sesuai keputusan Direktur PT OTP No. 002/OTP/DIR-RKTPH/I1/2024
tanggal 18 Januari 2024.

2) RKTPH tahun 2025 telah disusun dan disahkan melalui aplikasi SIPASHUT
sesuai keputusan Direktur PT OTP No. 019/0TP/DIR-RKTPH/VI11/2025
tanggal 28 Juli 2025.

3) RKTPH tahun 2026 telah disusun dan disahkan melalui aplikasi SIPASHUT
sesuai keputusan Direktur PT OTP No. 013/OTP/DIR-RKTPH/IV/2026
tanggal 10 April 2026.

Desa Binaan PT OTP :

1) Desa Long Nyelong Kec. Busang Kab. Kutai Timur

2) Desa Marah Haloqg Kec. Telen Kab Kutai Timur

3) Desa Lung Melah Kec. Telen Kab. Kutai Timur.

Kegiatan RKTPH mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat

telah diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan

sosialisasi pelaksanaan RKTPH yang dilaksanakan secara terpadu dengan
materi rencana operasional RKT dan lainnya sesuai dengan dokumen Berita

Acara yang tersedia sebagai berikut :

Tahun e
No. RKT Dokumen Sosialisasi

1. 2024 | Berita Acara Sosialisasi Terpadu dengan materi sosialisasi
pelaksanaan RKT Tahun 2024 No. 01/PT.OTP-
HA/SOSIAL/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 kepada
masyarakat desa terdampak yaitu Desa Marah Haloq dan
Desa Lung Melah Kec. Telen Kab. Kutai Timur dilengkapi
dengan daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.

2. 2025 | Berita Acara Sosialisasi Terpadu dengan materi sosialisasi
pelaksanaan RKT Tahun 2025 No. 01/PT.OTP-
HA/SOSIAL/IX/2025 tanggal 16 September 2025 kepada
masyarakat desa terdampak yaitu Desa Marah Haloq dan
Desa Lung Melah Kec. Telen Kab. Kutai Timur dilengkapi
dengan daftar hadir sebanyak 16 orang dan foto
dokumentasi kegiatan. Terdapat dokumen surat pernyataan
persetujuan pelaksanaan RKT 2025 dari Kepala Desa, BPD
dan Kepala Adat Desa Marah Halog.

3. 2026 | Berita Acara Sosialisasi Terpadu dengan materi sosialisasi
pelaksanaan RKT Tahun 2026 No. 01/PT.OTP-
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HA/SOSIAL/IV/2026 tanggal 25 April 2026 kepada
masyarakat desa terdampak yaitu Desa Marah Haloq dan
Desa Lung Melah Kec. Telen Kab. Kutai Timur dilengkapi
dengan daftar hadir sebanyak 24 orang dan foto
dokumentasi kegiatan. Terdapat dokumen surat pernyataan
persetujuan dan dukungan pelaksanaan RKT 2025 dari
Kepala Desa, BPD dan Kepala Adat Desa Marah Halog dan
Desa Lung Melah.

Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat diketahui bahwa
RKTPH telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat
desa terdampak, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan menyeluruh
kepada seluruh desa binaan terdampak setiap tahunnya

b. | Verifier Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
1.5.2
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH yang diterbitkan skala 1:50.000
Singkat yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang dan
Justifikasi menjadi kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, Kebun Benih dan PUP
yang ada di lapangan telah ditandai dan diidentifikasi sesuai dengan lokasinya.
Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung
masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum menyeluruh
kepada desa binaan terdampak pada setiap RKTPH dan setiap tahunnya
Nilai Kinerja 6/9x100% = 66,67 = SEDANG
Indikator 1.5

B. | Aspek PRODUKSI

1 | Indikator 2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

a | Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian PT OTP memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH
Singkat PBPH Periode 2023 - 2032. Dokumen rencana jangka panjang telah
Justifikasi dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya, dengan

informasi sebagai berikut :

e Disetujui dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7526/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tentang Persetujuan RKUPH PBPH Periode
Tahun 2023 — 2032 atas nama PT Oceanias Timber Products di Provinsi
Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2023 oleh a.n.
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari, Agus Justianto
e Jenis kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa :

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TPTI & THPB)

- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu melalui kemitraan kehutanan
dengan pola agroforestry menggunakan jenis MPTS (durian, petai,
jengkol, dan lain-lain) dan tanaman pertanian (palawija, jagung, umbi
atau jenis lain)

- Pemanfaatan Jasa Lingkungan (penyerapan dan/atau penyimpanan

karbon
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok
Singkat RKT) dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha
Justifikasi pemanfaatan hutan yang dikembangkan selama periode audit sebagai
berikut :
RKU SRS ) & G2l Kesesuaian
Tahu Over
n | Luas | Posisi | Luas Posisi Luas Posisi
Ha Blok Ha Blok (%)
2024 |3.908| Xi.B | ®% | X|,XI,A&B | 4830 |Sebagian Sesuai
2025 | 3.756 | XIII, C 2'387 XL XN, B&C | 76,50 |Sebagian Sesuai
2026 | 3.483 | XIV, D 25’8 XIl,XIV&D | 7435 |Sebagian Sesuai
Rata-rata 66,38 | Soodan
esuai
Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT) > 50 %
s.d 90 % sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%)
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Penandaan batas Blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT OTP telah
Singkat dilakukan pada setiap Blok RKT berupa pemasangan plang RKT,
Justifikasi pemasangan patok / identitas petak dan pembuatan polet batas RKT dan
Petak pada tegakan. Berdasarkan hasil observasi pada Blok RKT Tahun 2025
dan 2026 menunjukkan bahwa tanda batas Blok dan petak pada Blok RKT
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek

(DPP) Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan
usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon
melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan
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jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not
Applicable bagi yang tidak melaksanakan)

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian Multiusaha Kehutanan yang tercantum dalam RKUPH meliputi :
Singkat - 1. Pemanfaatan hasil hutan kayu

Justifikasi 2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

3. Pemanfaatan jasa lingkungan

Sesuai rencana pemanfaatan hutan dalam RKUPH, PT OTP merencanakan

kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau

penyimpanan karbon. Sampai dengan saat ini (Mei 2026), PT OTP belum
memiliki Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen

Perencanaan Proyek (DPP) atau dokumen lainnya yang memuat rencana aksi

mitigasi perubahan iklim.

Nilai Kinerja 11/15x100 % = 73,33 % = SEDANG
Indikator 2.1
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,
pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/
jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Berdasarkan rencana pemanfaatan hutan selama periode audit, terdapat
Singkat rencana pemanfaatan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami
Justifikasi dengan sistem silvikultur TPTI dan THPB (land clearing untuk penyiapan
lahan hutan tanaman).Terdapat data potensi pemanfaatan hutan selama
periode audit berupa :

- Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Berbasis Gabungan Terestris
dan Citra Satelit (Quick IHMB), dilaksanakan pada tahun 2022 dan telah
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKUPH PBPH Periode
Tahun 2023 - 2032

- ITSP : Laporan Hasil Cruising Blok TPTI, THPB dan PWH Tahun 2024,
2025 dan 2026

Kegiatan ITSP dilakukan dengan intensitas sampling 100 % sesuai

ketentuan, dan telah dilengkapi dengan peta sebaran pohon pada setiap

petak kerja dan telah memuat informasi nomor pohon, kode nama pohon,
jalur ITSP, status pohon inti, pohon tebang dan pohon dilindungi

Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Untuk mengetahui daya dukung kegiatan usahanya, PT OTP telah melakukan

Singkat pengukuran dan analisis riap dengan cara membuat Petak Ukur Permanen

Justifikasi
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(PUP) guna mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan serta volume jatah
tebang tahunannya.

Berdasarkan laporan PUP, PT OTP telah membuat total sebanyak 6 (enam)
PUP dan telah melaksanakan pengukuran PUP sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu
pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan lokasi PUP berada pada Blok RKT
2021. Berdasarkan target produksi tahunan yang ditetapkan, rencana
produksi kayu tumbuh alami ditetapkan berdasarkan data standing stock yang
mencerminkan kemampuan daya dukung sumber daya hutan yang dikelola
dengan asumsi riap tegakan yang digunakan sebesar 1,749 m?d/ha/tahun
(angka riap berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan).
Asumsi riap tersebut belum didasarkan pada hasil pengukuran riap pada
Petak Ukur Permanen (PUP) di areal PT OTP sehingga penggunaan asumsi
riap tersebut belum mencerminkan riap yang sebenarnya

Nilai Kinerja
Indikator 2.2

719x100 % =77,78 % = SEDANG

3. | Indikator 2.3

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin
kelestarian hutan

a. | Verifier 2.3.1

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian PT OTP merencanakan usaha pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil
Singkat hutan kayu menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia
Justifikasi (TPTI) dan tebang habis permudaan buatan (THPB).

Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, saat ini PT OTP baru
memiliki SOP untuk sistem silvikultur TPTI, sampai dengan audit penilikan Ke-
3 ini PT OTP belum memiliki SOP untuk sistem silvikultur THPB

b. | Verifier 2.3.2

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PT OTP hanya melakukan usaha pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan
Singkat hasil hutan kayu tumbuh alami dengan menggunakan sistem silvkultur TPTI ,
Justifikasi namun demikian sebagian implementasinya belum sesuai prosedur / prinsip

sistem silvikultur TPTI yaitu :

- Penanaman : Kegiatan penanaman yang dilakukan meliputi penanaman
bekas TPn, bekas Jalan dan tanah kosong, namun demikian uji petik di
lapangan pada petak AE14 Blok RKT 2024, terdapat bekas TPn yang
sama sekali belum dilakukan penanaman dan terdapat jalan menuju
Sungai Bulog yang sudah tidak digunakan lagi hanya dilakukan
penanaman pada pinggir jalan utama saja

- Perlindungan Hutan : Tersedia 2 (dua) regu dalkarhutla namun belum
mengikuti pelatihan dari instansi yang berwenangSarana prasarana
dalkarhutla belum mencukupi sesuai ketentuan
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c. | Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
menjamin kelestarian hutan
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Selama periode audit PBPH PT OTP telah melaksanakan kegiatan
Singkat penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya.
Justifikasi Rencana dan realisasi penanaman selama periode audit berdasarkan RKT
yang diterbitkan adalah sebagai berikut :
» Sistem Silvikultur TPTI
2024 (Ha) 2025 (Ha)
Penanaman . .
Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi
Pengayaan 450,51 97,50 81,40 31,50
SILIN 112,65 0 0 0
Ka-Ki Jalan 11,00 9,00 36,00 17,00
Tanah Kosong 19,00 12,00 25,00 18,20
TOTAL 593,16 118,50 142,40 66,70
Pencapaian 19,98 % 46,84 %
> Sistem Silvikultur THPB
2024 (Ha) 2025 (Ha)
Penanaman . .
Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi
LOA 280,00 0 0 0
Tanah Kosong 5.303,68 0] 1.047,60 0
TOTAL 5.583,68 0| 1.047,60 0
Pencapaian 0% 0%
Keterangan : Penanaman pada areal THPB tidak dapat dilaksanakan
karena tidak ada penebangan dan/atau penyiapan lahan yang
dilakukan pada areal LOA / Tanah Kosong / Semak selama periode
tahun 2024 dan 2025
Pencapaian realisasi penanaman tahun 2024 dan 2025 pada sistem silvikultur
TPTI maupun THPB seluruhnya kurang dari 50 % dari RKTPH
Nilai Kinerja 7115x100 % = 46,67 % = BURUK
Indikator 2.3
4. | Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
24 pemanfaatan hutan
a. | Verifier Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
241 pemanfaatan hutan
Bobot 1
NILAI SEDANG
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Uraian PBPH PT OTP telah memiliki prosedur perapan teknologi ramah lingkungan
Singkat berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan No. Dokumen
Justifikasi 020/SOP/PROD Rev. 0 tanggal 5 Desember 2024. SOP RIL PT OTP memuat
kegiatan penebangan ramah lingkungan meliputi :
1. Perencanaan Pemanenan, meliputi :
Pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu, Penetapan lokasi TPn dan
Pembuatan trase jalan sarad
2. Pelaksanaan Pemanenan, meliputi :
Pembukaan jalan sarad, Penebangan, Penyaradan dan Pembagian batang
3. Paska Pemanenan, meliputi :
Penutupan (deaktivasi) jalan sarad dan penutupan (deaktivasi TPn)
SOP RIL PT OTP telah mencakup pedoman penebangan ramah lingkungan
pada tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun demikian belum
mengatur pedoman penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur
THPB.
Verifier Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan
24.2
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a) PT OTP telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan
Singkat dalam usaha pemanfaatan hutannya
Justifikasi b) Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada blok RKT

Tahun 2024, 2025 dan 2026, kesesuaian implementasi kegiatan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dengan pembalakan ramah lingkungan
sebagai berikut :

No. | Tahapan Implementasi di lapangan Kesesuaian
1. | Perencanaan | Telah dibuat peta sebaran pohon yang Sesuai
Penebangan | akan ditebang
Telah dilakukan penandaan batas Blok Sesuai
RKT dan Petak yang akan dikerjakan
Pada Blok RKT 2025 dan 2026 belum Tidak
dilakukan penandaan batas Sempadan 3 :
) esuai
Sungai Bulog
Terdapat barcode pada pohon yang Sesuai

akan ditebang

Lokasi TPn landai dan bebas genangan Sesuai

2. | Pelaksanaan | Takik rebah, takik balas dan penentuan

Penebangan | arah rebah sesuai ketentuan Sesual
Tidak terdapat limbah B3 / tidak ada 3 ,
o : esuai
tumpahan oli di petak kerja
3. | Pasca Telah dibuat sudetan pada lokasi bekas Sesuai

Penebangan | jalan sarad

Telah dilakukan penanaman pada Sesuai
sebagian lokasi bekas jalan sarad dan
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bekas TPn dengan jenis tanaman
unggulan setempat (meranti dan kapur)
Pada petak AE14 Blok RKT 2024, Tidak
terdapat bekas TPn yang sama sekali Sesuai
belum dilakukan penanaman dan
terdapat jalan menuju Sungai Bulog
yang sudah tidak digunakan lagi hanya
dilakukan penanaman pada pinggir jalan
utama saja
c) Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada setiap
tahapan usaha pemanfaatan hutan namun sebagian implementasinya
belum sesuai
c. | Verifier Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact
243 Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber
daya hutan (biofisik)
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PT OTP menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh
Singkat alami dengan menggunakan sistem silvkultur TPTI. Untuk mengetahui tingkat
Justifikasi kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT, dilakukan uji petik pengukuran
kerusakan tegakan tinggal sebanyak 3 (tiga) plot pada areal bekas tebangan
Blok RKT Tahun 2025 di Petak AC11 dengan hasil sebagai berikut :
Kondisi Tegakan |
Plot Tegakan Rusak Baik % Kerusakan KTT
Semai 0 0 -
Pancang 3 2 60 % o
Tiang 1 3 25 % 35,00 %
Pohon 1 4 20 %
Semai 1 4 20 %
Pancang 2 5 29 % o
I Tiang 1 5 17 % 24.64%
Pohon 2 4 33 %
Semai 1 5 17 %
Pancang 1 3 25 % o
. Tiang 2 4 33 % 25,8 9%
Pohon 2 ) 29 %
Rata-rata Kerusakan Tegakan Tinggal | 28,51 %
Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT adalah 28,51 % ( 20 - <
30% )
Nilai Kinerja 10/15x 100 % = 66,67 % = SEDANG
Indikator 2.4
5. | Indikator Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi
2.5 produksi barang atau jasa yang menjamin usaha pemanfaatan hutan
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Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan
ketentuan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Selama periode audit PT OTP telah menerbitkan dokumen RKT setiap

Singkat tahunnya. Seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT,

Justifikasi Dokumen RKT dan Peta RKT. Dokumen RKT selama periode audit disusun

sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan dengan rincian sebagai berikut :
RKT Surat Keputusan

2024 | Keputusan Direktur ~ PT
Oceanias Timber Products No.
002/0OTP/DIR-RKTPH/II/ 2024
tanggal 18 Januari 2024
tentang Persetujuan RKTPH
Tahun 2024

2025 | Keputusan Direktur PT
Oceanias Timber Products No.
019/0OTP/DIR-RKTPH/VII/ 2025
tanggal 28 Juli 2025 tentang
Persetujuan RKTPH Tahun
2025

2026 | Keputusan Direktur ~ PT
Oceanias Timber Products No.
013/0OTP/DIR-RKTPH/IV/ 2026
tanggal 10 April 2026 tentang
Persetujuan RKTPH Tahun
2026

Berdasarkan SK RKUPH PT OTP Periode 2023 — 2032, terdapat target luas
maupun volume yang diberikan dengan memperhatikan rata-rata realisasi
RKUPHHK Periode sebelumnya sebesar 35 % dan memperhatikan faktor
kinerja sebesar 45 %, telaah terhadap kesesuaian luas dan volume yang
direncanakan dalam RKTPH dengan yang diberikan dalam RKUPH sebagai
berikut :

Rencana Kegiatan Produksi

Penebangan Kayu Hutan Alam,
PWH dan Land Clearing Kayu
Tumbuh Alami untuk penyiapan
lahan HT

Penebangan Kayu Hutan Alam,
PWH dan Land Clearing Kayu
Tumbuh Alami untuk penyiapan
lahan HT

Penebangan Kayu Hutan Alam,
PWH dan Land Clearing Kayu
Tumbuh Alami untuk penyiapan
lahan HT

Target yang diberikan Rencana Pemanfaatan

FB{'}% Target sesuai RKUPH (RKT)
Luas (Ha) Vol (m3) Luas (Ha) | Vol (m3)
2024 | TPTI 1.039 22.970 1.039 25.962
THPB 2.869 6.477 2.779 5.928
2025 | TPTI 1.209 27.041 1.208 24.234
THPB 2.547 7.293 704 3.857
2026 | TPTI 1.071 23.939 1.071 21.767
THPB 2.412 9.906 498 3.677
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Berdasarkan data di atas, terdapat sebagian rencana pemanfaatan yang
melebihi target yang diberikan sesuai RKUPH, yaitu rencana pemanfaatan RKT
2024 Blok TPTI

Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT OTP telah membuat peta rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Peta
Singkat dibuat oleh personil Ganis PH Perencanaan Hutan dan disetujui oleh Direktur
Justifikasi Perusahaan. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT OTP juga
dilengkapi dengan peta kerja, sebagai contoh :
- Peta PAK blok RKTPH 2025 dengan skala 1 : 35.000
- Peta trase jalan RKTPH 2026 dengan skala 1 : 10.000
- Peta sebaran pohon RKTPH 2026 Petak AD8 dengan skala 1 : 2.000
- Peta sebaran pohon dilindungi RKTPH 2025 dengan skala 1 : 5.000
- Peta lokasi PUP Blok RKT 2021 dengan skala 1: 7.000
Berdasarkan telaah terhadap peta-peta di atas, batas-batas peta kerja yang
dibuat PT OTP telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan
keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung Sempadan
Sungai, Kebun Benih dan PUP
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Penandaan batas Blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT OTP telah
Singkat dilakukan pada setiap Blok RKT berupa pemasangan plang RKT, pemasangan
Justifikasi patok / identitas petak dan pembuatan polet batas RKT dan Petak pada
tegakan. Penandaan juga telah dibuat pada kawasan lindung seperti Kawasan
Lindung Sempadan Sungai Bulogq pada blok RKT 2024, telah dilakukan
penandaan berupa pemasangan plang sempadan sungai dan telah dibuat
penandaan batas sempadan sungai berupa polet warna kuning pada pohon,
namun demikian areal sempadan sungai Buloq yang berada di blok RKT 2025
maupun 2026 belum dilakukan penandaan batas.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian a) Selama periode audit PBPH PT OTP menyusun rencana produksi meliputi
Singkat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan pemanfaatan kayu
Justifikasi tumbuh alami untuk penyiapan lahan hutan tanaman dan rencana

pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk pembukaan wilayah hutan.

b) Berdasarkan observasi di lapangan, kegiatan penebangan dilakukan di
dalam areal Blok RKTPH yang direncanakan.

c) Pencapaian realisasi produksi selama tahun 2024 s.d 2025 adalah sebagai
berikut :
| R |

Rencana (m3) ‘ Realisasi (m3) ‘ % ‘
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TPTI | PWH | THPB | Total | TPTI | PWH | THPB | Total
2024 Murni | 25.962 | 661 | 5.928 8.345 19 0
56.997 17.832 | 31,29
2024 CO 18.903 | 409 | 5.131 9.370 97 0
2025 Murni | 24.234 | 612 | 3.857 2.253 9 0
49.367 4927 | 998
2025 CO 18.768 | 384 | 1.510 2.651 13 0

Rata-rata pencapaian | 20,63

d) Luas dan lokasi produksi sesuai RKTPH dengan rata-rata realisasi
pencapaian produksi selama periode 2024 s.d 2025 sebesar 20,63 % atau
<50 % dari volume produksi yang direncanakan.

Nilai Kinerja 11/18 x 100 % = 61,11 % = SEDANG
Indikator 2.5

Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan
produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta
kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan

Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik)

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian PT OTP memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

Singkat independen kantor akuntan publik untuk periode Tahun 2024 yaitu : Laporan

Justifikasi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan laporan auditor
independen No. 0003/0427/01/vi/2025 tanggal 12 Juni 2025 oleh Kantor
Akuntan Publik Maksum, Suyamto dan Hirdjan. Berdasarkan uraian dalam
laporan review akuntan, Kantor Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat
(TMP) atas laporan keuangan PT OTP periode tahun 2024.

Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian PT OTP memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)

Singkat periode tahun 2024 s.d 2025 yang dibuat oleh Camp Manager dan telah

Justifikasi diketahui oleh General Manager Perusahaan serta dibubuhkan stempel
Perusahaan. Rata-rata alokasi dana selama periode tahun 2024 s.d 2025
untuk seluruh bidang kegiatan tidak proposional, perbedaan sebesar 80,29 %
atau>50 %

Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)

Bobot 2

NILAI BURUK
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Uraian Rata-rata realisasi alokasi dana tahun 2024 s.d 2025 berdasarkan RKAP yang

Singkat disusun meliputi kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan,

Justifikasi perlindungan dan pengamanan hutan, diklat dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan, kegiatan kelola sosial, pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dan kewajiban kepada negara hanya mencukupi 18,20 % atau <
60 % dari kebutuhan

Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan)

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan meliputi kegiatan

Singkat perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan & pengamanan

Justifikasi hutan berdasarkan RKAP periode tahun 2024 s.d 2025 hanya mencapai
18,60 % sehingga disimpulkan realisasi pendanaan tidak lancar

Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan meliputi kegiatan

Singkat pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan serta penelitian dan

Justifikasi pengembangan berdasarkan RKAP periode tahun 2024 s.d 2025 hanya
mencapai 56,81 % atau < 60 % dari jumlah yang direncanakan

Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh
Kementerian yang membidangi keuangan

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT OTP memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

Singkat independen kantor akuntan publik dengan laporan terakhir yaitu periode

Justifikasi Tahun 2024, yaitu : Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31

Desember 2024 dan laporan auditor independen No. 0003/0427/01/vi/2025
tanggal 12 Juni 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto dan
Hirdjan.

Kemampuan finansial PT OTP terkait kewajiban membayar pajak sesuai
peraturan selama periode audit ditunjukkan dengan beberapa realisasi
pembayaran pajak yang telah disetor / dilaporkan sebagai berikut :

a) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025

PT OTP telah membayar PBB, dengan bukti pembayaran berupa print out
data pembayaran / setoran sebanyak 4 (empat) setoran tertanggal 10
September 2025, 26 September 2025 (2 setoran) dan 27 Oktober 2025
yang dicetak oleh bank dengan total nominal yang dibayarkan sesuai
dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT Objek Pajak Bumi Bangunan
dari Dirjen Pajak tanggal 26 Juni 2025 a.n wajib pajak Oceanias Timber
Products
b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan

Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT OTP
tercatat memiliki utang PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Telah ditunjukkan
bukti pelunasannya berupa bukti setoran penerimaan pajak yang dicetak
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oleh bank tertanggal 10 Januari 2025 a.n wajib pajak Oceanias Timber
Products sejumlah nominal yang diwajibkan.
c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT OTP
tercatat tidak memiliki utang PPN (NIHIL), sehingga disimpulkan bahwa
PT OTP telah membayar kewajiban PPN sesuai dengan peraturan.
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa PT OTP telah membayar
pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi
keuangan

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

14 /30 x 100 % = 46,67 % = BURUK

C. | Aspek EKOLOGI

1. | Indikator Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai
3.1 Konservasi Tinggi (ABKT)
a. | Verifier Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
3.1.1 perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian : |a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menetapkan kawasan yang
Singkat dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur PT
Justifikasi Oceanias Timber Products No. 012/0TP-HA/VI11/2023 tanggal 7 Agustus 2023,
meliputi:
No. | Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)
1. | Sempadan Sungai 5.475
2. | KPSL 605
3. | KPPN 406
4. | Kebun Benih 600
5. | PUP 600
Total 7.686
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan
RKUPH Tahun 2023 Periode 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 7526/ MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.
c) PT Oceanias Timber Products belum memiliki laporan atau data/ informasi hasil
identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT
Oceanias Timber Products.
b. | Verifier Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
3.1.2 dan/atau deliniasi ABKT
Bobot 2
NILAI BURUK
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Uraian a) Pada periode audit Penilikan Ke-3, realisasi penataan batas kawasan lindung
Singkat s.d April 2026 yaitu tercapai 35.53 km (36,95%) dari total rencana 96,16 km.
Justifikasi b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps,
terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai tanda batas,
diantaranya :
- Sempadan Sungai Buloq yang berada di Blok RKTPH Tahun 2024, yang
penandaanya berupa plang/ sign board dan cat kuning polet 1 ( 1);
- PUP yang berada di Blok RKTPH Tahun 2024, yang penandaanya berupa
plang/ sign board dan cat merah polet (/).

c) Diverifikasi teknis penandaan batas kawasan lindung di lapangan sebagian
sesuai prosedur dan yang belum diterapkan yaitu penandaan seperti patok ikat
dari kayu dengan warna dasar putih dan warna tulisan hitam sesuai jenis
kawasan lindungnya.

Verifier Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

3.1.3

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian . |a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum

Singkat di Peta RKUPH Tahun 2023 Periode 2023 — 2032 dengan Peta Penafsiran Citra

Justifikasi Satelit tahun 2026, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan
(Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 4.433 ha
(57,68%) dari total luas kawasan lindung 7.686 ha.

b) Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Oceanias Timber Products
terdapat kondisi non hutan yaitu belukar dengan total luas 2.132 hektar
(27,74%), namun demikian PT OTP belum memiliki perencanaan penanaman
rehabilitasi di areal kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut.

Verifier Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut

3.1.4 maka verifier ini menjadi Not Applicable)

Bobot 2

NILAI Not Applicable

Uraian Jenis tanah di areal PBPH PT Oceanias Timber Products termasuk dalam jenis

Singkat tanah mineral. Pada areal PBPH PT OTP tidak terdapat jenis tanah gambut

Justifikasi (peatlorganosol) sehingga tidak terdapat kawasan lindung fungsi ekosistem
gambut dan verifier ini dinilai Not Applicable.

Verifier Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

3.1.5

Bobot 2

NILAI . | SEDANG

Uraian : |a) Berdasarkan peta gangguan pada kawasan lindung pada areal PBPH-HT PT

Singkat Oceanias Timber Products dengan skala 1 : 175.000, diverifikasi terdapat

Justifikasi aktifitas yang tidak sesuai pada kawasan lindung yang telah diidentifikasi yaitu

pada KPPN yang berada di Blok | terdapat sutet PLN dan pada Sempadan
Sungai Sunggalit yang berada di Blok Il terdapat kebun sawit & ladang.

b) PT OTP memiliki upaya penyelesaiannya yaitu melakukan sosialisasi kawasan
lindung ke masyarakat Desa Binaan (Tepian Trap & Tembudan Tahun 2025,
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Tembudan Tahun 2026), namun sosialisasi belum dilakukan pada setiap desa
binaan setiap tahunnya (belum dilakukan pada Desa Dumaring dan Desa
Capuak), dan belum seluruh desa binaan didapatkan kesepakatan sampai
pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).

c) Pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdapat aktifitas
yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemanfaatan hasil hutan oleh beberapa pihak
seperti penambangan emas illegal. Sebelumnya PT OTP telah bekerja sama
dengan Polda Kaltim untuk menanggulangi penambangan emas illegal di
wilayah kerjanya, namun berdasarkan pemeriksaan lapangan pada Sempadan
Sungai Marah masih dijumpai pondok penambang emas yang masih aktif.
Meskipun begitu, pada badan sungai tidak ditemukan kegiatan penambangan
emas yang sedang berlangsung.

d) PT Oceanias Timber Products memiliki 3 (tiga) desa binaan diantaranya Desa
Long Nyelong, Desa Marah Halog, dan Desa Lung Melah. Dalam upaya
mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung, PT OTP telah
mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada Tahun 2025 dan Tahun 2026
dengan 2 desa binaan yaitu Desa Lung Melah dan Desa Marah Halog, namun
demikian sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan pada Desa Long
Nyelong.

f. | Verifier Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau
3.16 tata ruang yang ada di dalam RKUPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) Pada periode audit implementasi kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung
Singkat sudah dilakukan sebagian sesuai dengan kewajiban yang tercantum pada
Justifikasi RKPUH Tahun 2023 periode Tahun 2023 - 2032.
b) PT OTP telah membuat & menyampaikan pelaporan RKL dan RPL periode
Semesteran secara online melalui SIMPEL, namun pelaporannya belum
sesuai dengan tata waktunya yaitu pada periode Semester Il Tahun 2024 dan
Semester | Tahun 2025.
Nilai Kinerja 12/21x100% = 57,14 % = BURUK
Indikator 3.1
2. | Indikator Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2
a. | Verifier Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri
3.2.1 dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin,
pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang
teridentifikasi
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian : |a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menyusun dan menetapkan SOP
Singkat Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan
Justifikasi yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :
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No

Jenis
Gangguan
Hutan

Prosedur

Perambahan
Kawasan

SOP Pengendalian Perambahan Hutan (No. OTP.018 Revisi
01 tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
teknis terkini sesuai regulasi, seperti PP Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pemanenan atau
penebangan
tanpa izin, illegal
logging

Perburuan flora
dan fauna

Hama penyakit
tanaman

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. OTP.042
Revisi 01 tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
teknis terkini sesuai requlasi, seperti PP Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Pencegahan dan
pemadaman
kebakaran

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. OTP.044 Revisi 01
tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
dan teknis terkini sesuai requlasi yaitu :

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.

- Surat Edaran Dirien PHL Nomor :
S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 tanggal 26
Maret 2025 perihal peringatan dini dalam
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan
tahun 2025.

SOP Monitoring Rawan Kebakaran (No. OTP.053 Revisi 00
tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu :

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.

- Surat Edaran Dijen PHL Nomor
S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 tanggal 26
Maret 2025 perihal peringatan dini dalam
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan
tahun 2025.

Penambangan
Emas Tanpa lzin

SOP Penambangan Emas Tanpa Izin (No. OTP.050 Revisi 00
tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan
dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu PP Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang
dibuat belum mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP.

Verifier
3.2.2

Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
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Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan
Singkat hutan yang dimiliki oleh PT Oceanias Timber Products, yaitu dirinci seperti
Justifikasi tabel berikut:

Jenis

No. | Gangguan

Hutan

Sarana
Prasarana

Jumlah

Lokasi

Ket

1 | Perambahan

Kawasan

Plang/
Baliho
Himbauan
Dilarang
Melakukan
Kegiatan
Pembukaan
Lahan,
menebang
pohon,
berburu,
meracun
ikan dan
menangkap
satwa liar
yang
dilindungi

- SS
Buloq

Baru 1 lokasi
dipasang, belum
dipasang pada
Blok RKTPH 2025
dan 2026

2 | Pemanenan

atau

penebangan
tanpa izin/
Illegal Logging

Plang/
Baliho
Himbauan
Dilarang
Melakukan
Kegiatan
Pembukaan
Lahan,
menebang
pohon,
berburu,
meracun
ikan dan
menangkap
satwa liar
yang
dilindungi

- SS
Bulog

Baru 1 lokasi
dipasang, belum
dipasang pada
Blok RKTPH 2025
dan 2026

3 | Pencegahan

dan
pem

adaman

kebakaran

Plang/
Baliho
Himbauan
Dilarang
Membakar

- RKT
2024

Kondisi Baik
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Hutan &
Lahan
Tersedia sarpras
dalkarhula,
sebagaimana yang
diwajibkan sesuai
Sarana Base ketentuan
prasarana Camp | PermenLHK No.
dalkarhutla Km72 | P.32/IMenLHK/Kum.
1/3/2016, namun
jenis dan
jumlahnya masih
kurang
Mobil Tanki - Tidak Ada
- Camp
Km
72
Plang FDR - Camp
Km
79
Posko Tidak Ada
Dalkarhutla )
- Km
. 79
Embung Air - Km
82
Pos - Km
Security 55
Menara Api - Tidak Ada
Perburuan Plang/ Kondisi Baik
Flora dan Baliho
Fauna Himbauan
Dilarang
Melakukan
Kegiatan
Pembukaan
Lahan, - SS
menebang Bulog
pohon,
berburu,
meracun
ikan dan
menangkap
satwa liar
yang
dilindungi
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- RKT | Kondisi Baik
2021 :
Plang/ 2
Baliho
. - RKT
Himbauan _
Dilarang S 3024 '
berburu
satwa liar - RKT
2025 :
1
Plang/ Kondisi plang
Penambangan a?rlrzl;(;uan sudah pudar
5 | Emas Tanpa . 1 Km 79
i Dilarang
zin
Menambang
Emas
6 | Hama dan Herbisida Tidak digunakan
Penyakit Insektisida Tidak digunakan
Tanaman — : .
Fungisida Tidak digunakan
Pupuk 0 Tidak Ada

Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana
yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

Verifier . | Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
3.2.3 pemanfaatan teknologi
Bobot S
NILAI : | BURUK
Uraian : |a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Oceanias
Singkat Timber Products saat ini, terdiri dari :
Justifikasi Unit Kerja Jumlah Personel
No. | Perlindungan dan Kewajiban Personil .
- Certified
Pengamanan Hutan (terkini)
1. | Regu Pemadam 2 regu (30 2 regu (28 0
Kebakaran personil) personil)
2. | Security 11 3 1

b) Jumlah personel (RPK dan security) dari setiap unit kerja dinilai tidak
proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun),
dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang
kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai kurang.

d) PT Oceanias Timber Products belum memiliki MoU atau kesepakatan
Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 3 Desa Binaan.

e) PT Oceanias Timber Products sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan
hotspot secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website
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SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, CCTV
dan lainnya dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan belum
dilakukan.
d. | Verifier Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
3.24
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Pada periode audit data Fragmentasi areal PBPH PT OTP yaitu sebagi berikut :
Singkat No. Fragmentasi Luas (Ha) Legalitas
Justifikasi
PPKH - -
PPTK (TORA) - -
Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan - -
Adat, HTR)
APL - -
Sawit/ Perkebunan 3,8 X
Konflik Tenurial/ Areal Lainnya 5,0 X
(Pertanian, Jalan, Kebun Masyarakat)
7. | Pemukiman - -
Total 8,8
Fragmentasi terbangun tanpa izin 8,8
Fragmentasi terbangun dengan izin -
Berdasarkan data perhitungan fragmentasi PBPH PT Oceanias Timber Products
diperoleh data total luas fragmentasi tanpa izin seluas 8,8 hektar. Fragmentasi
terbangun tanpa izin berisi diantaranya sawit/perkebunan dan konflik tenurial/ areal
lainnya yang merupakan gangguan-gangguan di dalam areal PBPH. Dengan
demikian gangguan yang terjadi di dalam areal PBPH PT OTP yaitu 8,8 hektar
(0,01%) atau <25% dari total luas 67.030 hektar.
Nilai Kinerja 11/15x100% = 73,33 % = SEDANG
Indikator 3.2
3. | Indikator Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
3.3 akibat pemanfaatan hutan
a. | Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen
3.3.1 fisik dan kimia
Bobot 1
NILAI : | SEDANG
Uraian :|a) PBPH PT Oceanias Timber Products memilki SOP pengelolaan dan
Singkat pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia termasuk
Justifikasi pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
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No

Jenis Pengelolaan
dan/ atau
Pemantauan Fisik
Kimia serta
Pengelolaan Limbah
B3

Prosedur

A.

Komponen Fisik Kimia

1.

Iklim Mikro (CH, suhu,
dan kelembaban
udara)

SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah
Hujan (No. OTP.006 Revisi 01 tanggal 2 Mei
2023).

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun
2021 tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kesuburan Tanah

SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kesuburan
Tanah (No. OTP.006 Revisi 01 tanggal 2 Mei
2023).

Prosedur telah merujuk PP Rl No. 22 tahun
2021 tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Erosi

SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi
(No. OTP.063 Revisi 00 tanggal 2 Mei 2023).

Debit Air Sungai

Kualitas Air

SOP Pengukuran Debit dan Kualitas Air (No.
OTP.008 Revisi 01 tanggal 2 Mei 2023).
Prosedur belum mengacu pada PP RI No. 22
tahun 2021  tentang  penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Sedimentasi Sungai

SOP Pemantauan Sedimen Sungai (No.
OTP.064 Revisi 00 tanggal 2 Mei 2023).
Prosedur telah merujuk PP Rl No. 22 tahun
2021 tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3

Pengelolaan limbah
domestik

SOP Pengelolaan Limbah B3 (No. OTP.049
Revisi 00 tanggal 2 Mei 2023).
Prosedur belum menjelaskan teknis

pelaporan neraca limbah B3 secara
elektronik dengan aplikasi SPEED/SIMPEL.

Prosedur belum mengatur teknis pengelolaan
limbah domestik

Prosedur telah merujuk PP Rl No. 22 tahun
2021 tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan
PermenLHK No. 06 Tahun 2021 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.
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b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
1) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKL
dan RPL Tahun 1994.
2) telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3
3) sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku
penyusunan SOP.
b. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
3.3.2 terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung
dengan SDM yang memadai
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian : |a) Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
Singkat terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh
Justifikasi PT Oceanias Timber Products dinilai sebagian lengkap, diantaranya yang
belum tersedia sarpras yaitu suhu dan kelembaban udara (Thermohygrometer)
dan TPS Limbah B3.

b) PT Oceanias Timber Products memiliki 1 (satu) personil SDM yang
berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik kimia, yaitu GANISPH Binhut atas nama Ade
Syafrudin dengan No. Register : 03220007145 sesuai Persetujuan Penugasan
GANISPH No. 130426081 tanggal 20 April 2026, masa berlaku penugasan s.d
tanggal 1 November 2027 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No.
111617818457 tanggal 4 Mei 2026, masa berlaku penempatan s.d tanggal 12
Februari 2027 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02140 0614 0000270
2022 tanggal 9 November 2022 dan berlaku s.d 8 November 2027. Jumlah
GANISPH Binhut dinilai belum proporsional (minimal 2 personil) untuk areal
PBPH seluas 67.030 hektar.

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan Limbah B3, PT Oceanias Timber Products
belum memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3.

c. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik
3.3.3 dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
Singkat kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT
Justifikasi Oceanias Timber Products, namun demikian tidak mengurangi dampak

lingkungan.

Nilai Kinerja 8/12x100% = 66,67 % = SEDANG

Indikator 3.3

4. | Indikator Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka
3.4 (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

a. | Verifier Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
3.4.1 jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
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Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PBPH PT Oceanias Timber Products memiliki prosedur untuk pelaksanaan
Singkat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
Justifikasi terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :

a. SOP Identifikasi Flora Langka, Jarang, dan Terancam Punah (No. OTP.012
Revisi 01 tanggal 2 Mei 2023).

b. SOP ldentifikasi Fauna Langka, Jarang, dan Terancam Punah (No. OTP.013
Revisi 01 tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi

yaitu :

- UURINomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di
dalam dan di luar Kawasan Hutan.

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di
luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian
dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa
secara insitu dan eksitu, dan sebagainya).

Verifier Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
3.4.2 jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal
Singkat PBPH sudah sebagian dilakukan sesuai dengan prosedur, namun belum optimal.
Justifikasi

Verifier Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

343 langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora
Singkat dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Justifikasi di areal PBPH PT Oceanias Timber Products, dilengkapi peta kerjanya. Namun

demikian ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi PT
Oceanias Timber Products belum sepenuhnya sesuai prosedur dan data
identifikasi pada flora dan fauna belum diklasifikasikan status konservasi/
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perlindungannya sesuai PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018
serta tidak didukung dengan rekaman yang memadai (foto/ video).

Nilai Kinerja 10/15x 100% = 66,67 % = SEDANG
Indikator 3.4
5. | Indikator Pengelolaan flora dan fauna untuk :
3.5 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian
yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan
identifikasi

a. | Verifier Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang
3.5.1 dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PBPH PT Oceanias Timber Products memiliki prosedur untuk pelaksanaan
Singkat kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
Justifikasi terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :

a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. OTP.054 Revisi 00 tanggal 2 Mei
2023).

b. SOP Prosedur Identifikasi Fauna Langka, Jarang, dan Terancam Punah (No.
OTP.055 Revisi 01 tanggal 2 Mei 2023).

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi

yaitu :

- UURINomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di
dalam dan di luar Kawasan Hutan.

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di
luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian
dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, penyelamatan satwa
secara insitu dan eksitu, dan sebagainya).

b. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
3.5.2 jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 2
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NILAI SEDANG

Uraian 1) PBPH PT Oceanias Timber Products telah melaksanakan kegiatan
Singkat pengelolaan flora dan fauna, namun belum optimal dilakukan sesuai ketentuan
Justifikasi SOP yang dibuatnya.

2 Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari
kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Oceanias Timber Products,
dan dilengkapi peta kerjanya.

3) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Oceanias Timber Products belum
sepenuhnya mengacu pada ketentuan :

1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa
dan manusia;
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait
perlindungan satwa liar.
Verifier Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
3.5.3 endemik dan habitatnya di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian : |a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Oceanias
Singkat Timber Products dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai
Justifikasi habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, illegal

logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal dIl.

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Oceanias
Timber Products telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai
berikut :

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung, dilakukan secara periodik setiap
tahunnya sesuai dengan Blok RKT berjalan;

- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 7.686 Hektar, terdiri dari 1)
Sempadan Sungai luas 5.475 Hektar; 2) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) luas
605 Hektar; 3) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) luas 406 Hektar; 4) Kebun
Benih dan 5) Petak Ukur Permanen (PUP) luas 600 Hektar sebagai tempat flora dan
fauna/ satwa dilindungi;

- Pemasangan papan-papan himbauan 1) dilarang Melakukan Kegiatan Pembukaan
Lahan, menebang pohon, berburu, meracun ikan dan menangkap satwa liar yang
dilindungi; 2) dilarang Membakar Hutan & Lahan; 3) dilarang berburu satwa liar; 4)
dilarang Menambang Emas.

c) Selain itu berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara
dengan Sekdes Lung Melah, Kades Marah Halog diperoleh infromasi yaitu
masyarakat sudah jarang melakukan aktifitas berburu dan mayoritas berkebun
sawit. Selain itu informasi dari karyawan (Kabag Binhut dan Driver) masih
dijumpai masyarakat yang berburu di dalam konsesi PT OTP dan umumnya
berburu jenis burung.

d) Pada saat kunjungan ke base camp km 79 dijumpai karyawan dari mitra yang
memelihara burung cucak ijo. Jenis burung cucak ijo termasuk jenis satwa
dilindungi sesuai PerMenLHK P106/2018.

e) Dengan demikian kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH PT OTP masih
terdapat potensi gangguan disebabkan masih adanya aktifitas perburuan yang
dilakukan di dalam areal PBPH PT OTP.
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Nilai Kinerja 10/15x 100% = 66,67 % = SEDANG
Indikator 3.5
D. | Aspek SOSIAL
1. | Indikator Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
4.1 dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi
a. | Verifier Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
411 hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah membuat dan menetapkan prosedur
Singkat untuk pelaksanaan kegiatan :
Justifikasi 1. ldentifikasi keberadaan dan hak-haK dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat; dan
2. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat secara partisipatif

b) Sesuai dokumen SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat (OTP.059)
tanggal 05 Mei 2021, SOP Tata Batas partisipatif (OTP.040) tanggal 05 Mei
2021 dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) (OTP.060) tanggal 02
Mei 2023.

c) SOP tersebut diatas, telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun
belum ada prosedur terkait deliniasi dan penandaan batas secara
partisipatif ,serta belum seluruhnya diimplementasikan dan mengacu kepada
peraturan yang terbaru.

b. | Verifier Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
412 dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menetapkan rencana kerja kegiatan
Singkat identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau
Justifikasi masyarakat setempat, tertuang dalam :
1. Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Oceanias Timber
Productss Tahun 2024 (Peta Kelola Sosial) skala 1 : 300.000, areal PT
Oceanias Timber Productss masuk wilayah administrasi desa Marah
Halog, Lung Melah Kec. Telen dan Long Nyelong Kec. Busang, pada
periode audit PT Oceanias Timber Productss beroperasi di wilayah desa
Marah Halog dan Lung Melah
2. Petaldentifikasi Rawan Konflik pada areal PT Oceanias Timber Productss
tahun 2026, skala 1 : 250.000, areal pemanfaatan lahan oleh Masyarakat
yang berada di dalam konsesi seluas 3,83 Ha ( kebun sawit ) berlokasi di
kilometer 45
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3. Peta Rawan Konflik pada areal PT PT Oceanias Timber Productss, skala
1:250.000, di areal konsesi ada 3 titik potensi konflik

4. Rekap Data Hasil Pemanfaatan HHNK Masyarakat Desa Lung Melah dan
Marah Haloq di Kawasan PT Oceanias Timber Productss periode 2024 -
2026, yang memanfaatkan HHNK dari desa Lung Melah ada 16 orang dan
desa Marah Halog ada 20 orang (HHNK yang dimanfaatkan yaitu Madu,
Rotan dan Durian Hutan), tidak dilengkapi peta.

5. RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 a.n. PT OTP sesuai dengan SK.
Nomor : SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli
2023, dalam dokumen tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan
operasional PT Oceanias Timber Productss (termasuk kegiatan kelola
sosial) dan desa-desa yang ada di sekitar areal PT Oceanias Timber
Productss

6. RKTPH PT Oceanias Timber Products Tahun 2024 - 2026, yang disahkan
secara self approval oleh Direktur PT Oceanias Timber Productss. Pada
dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun
sebelumnya dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial pada tahun berjalan

b) Hasil observasi lapangan aktivitas masyarakat di areal PT Oceanias Timber

Products sebagai berikut :

e Kebun sawit (ada pondoknya) KM 41 dengan koordinat N 1° 6’ 3", E 116°
40’ 47"
e Kebun sawit (ada pondoknya) KM 41 dengan koordinatN 1°5’' 53", E 116°
40’ 40"
e Klaim lahan berupa tanah adat Ds. Long Pejeng dengan koordinat N 1° 0’
54", E116° 29’ 39"
c) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2024 -2025

- Hasil kegiatan seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan
yang berlaku, terdapat dokumen atau Peta terkait pemanfaatan lahan
oleh Masyarakat sekitar (ladang/kebun,berburu) diarealnya namun
belum seluruhnya di identifikasi.

d) PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian rekaman yang berisi data dan
informasi  hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum
seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan
perundangan yang berlaku.

Verifier Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal

413 PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PT Oceanias Timber Products telah melakukan deliniasi dan implementasi

Singkat penandaaan batas secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Oceanias

Justifikasi Timber Products yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam :

1) Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Oceanias Timber
Productss Tahun 2024 (Peta Kelola Sosial) skala 1 : 300.000, areal PT
Oceanias Timber Productss masuk wilayah administrasi desa Marah Halog,
Lung Melah Kec. Telen dan Long Nyelong Kec. Busang.
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2) Batas wilayah antar desa/kecamatan di dalam areal PT Oceanias Timber
Productss belum dilakukan penandaan batasnya secara partisipatif di
lapangan, saat ini batas antar desa masih mengacu pada batas kecamatan
sebagai dasar dalam pembagian Fee Kompensasi Produksi kayu kepada
masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan.

3) Di dalam areal PT Oceanias Timber Productss terdapat pemanfaatan lahan
oleh masyarakat di sekitar areal yang masih berlangsung sampai saat ini
meliputi : perladangan, kebun sawit dan klaim lahan.

4) PT Oceanias Timber Productss telah melakukan penataan batas arealnya
(batas luar) sudah temu gelang, akan tetapi belum mendapatkan SK
Penetapan Areal dari Kementerian LHK

Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT Oceanias Timber

Productss telah melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, dan

baru sebagian yang telah dilakukan penandaan batasnya di lapangan berdasarkan

hasil kesepakatan masyarakat (terkait pembagian fee kompensasi).

PT Oceanias Timber Productss telah melakukan deliniasi terhadap batas wilayah

antar desa yang berada di arealnya, akan tetapi baru sebagian yang telah

dilakukan penandaan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan.

Nilai Kinerja 8/12x100% = 66,67 % = SEDANG

Indikator 4.1

2. | Indikator Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang
4.2 sistematis dan terukur

a. | Verifier Tersedia laporan pemetaan potensi konflik
4.21
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menyusun laporan pemetaan dan
Singkat potensi konflik di areal PBPH setiap enam bulan sekali dan telah disampaikan
Justifikasi ke BPHL XIlI Samarinda namun belum disampaikan ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kaltim serta tidak dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan

sekali.

b) Selama periode audit bulan Juli 2024 .s.d. April 2026, terdapat Laporan Hasil

Pemetaan Konflik berupa :

1. Laporan Pemetaan Identifikasi dan Resolusi Konflik semester Il Tahun
2024 (berdasar lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), telah
disampaikan ke BPHL XIll Samarinda, tanggal 6 Mei 2026 dan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi tidak ada tanda terima.

2. Laporan Pemetaan Identifikasi dan Resolusi Konflik semester | Tahun
2025 (berdasar lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), telah
disampaikan ke BPHL XIlIl Samarinda tanggal 6 Mei 2026 dan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi tidak ada tanda terima.

3. Laporan Pemetaan Identifikasi dan Resolusi Konflik semester Il Tahun
2025 (berdasar lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), telah
disampaikan ke BPHL XIIl Samarinda tanggal 6 Mei 2026 dan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi tidak ada tanda terima.
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c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b),
diketahui laporan dibuat :
- Telah mengacu sesuai PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V.
- Belum mengidentifikasi seluruh potensi konflik yang ada di areal PBPH

d) Selama periode audit Penilikan ke-3 PT Oceanias Timber Products telah
menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2024-2025
telah disampaikan ke BPHL XlII Samarinda namun tidak dilaporkan ke Dinas
Kehutanan Provinsi Kaltim serta tidak sesuai dengan tata waktunya.

Verifier Tersedia mekanisme resolusi konflik
422
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah memilki dokumen prosedur terkait
Singkat mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan
Justifikasi masyarakat di areal PBPH tertuang dalam SOP Resolusi Konflik Sosial
(OTP.057) tanggal terbit 5 Mei 2021, dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan
Disetujui General Manager (Suhendra).
b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai
dimaksud butir a) :
- Belum disosialisasikan kepada desa binaan
- Belum disepakati kepada pihak terkait
c) PT Oceanias Timber Products memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan
Masyarakat, seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8 Tahun
2021 Lampiran V), SOP tersebut belum disosialisasikan serta belum disepakati
oleh para pihak.
Verifier Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
423
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah membentuk Lembaga resolusi
Singkat konflik yang ditetapkan pada Januari 2024 terdiri dari unsur :
Justifikasi

- Karyawan PT Oceanias Timber Products
- Kepala desa sekitar areal
- Lembaga desa sekitar
b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) :
- Telah melibatkan para pihak terkait; dan
- Telah dijelaskan sebagian Job desc dari masing-masing pihak

c) PT Oceanias Timber Products memiliki struktur organisasi tersebut
Penanggung Jawab dalam menangani Konflik di areal adalah Manager camp
dibantu Kabag Kesos & Mandor PMDH, dengan mengikutsertakan pihak
Eksternal dalam hal ini Babinsa, Pospol, Kepala Adat dan Pemerintah Desa,
akan tetapi baru sebagian dilengkapi dengan job Description serta personal
yang ditunjuk.

d) Sedangkan dalam hal pendanaan, PT Oceanias Timber Products telah
mengalokasi biaya/pendanaan secara khusus dalam penanganan konflik,
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namun baru sebagian pada tahun 2024 PT Oceanias Timber Products
menyusun anggaran penyelesaian konflik sebesar Rp. 16.200.000,- dan tahun
2025 sebesar Rp. 16.200.000.-

e) PT Oceanias Timber Products memiliki struktur organisasi/lembaga
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, namun baru sebagian
dilengkapi job describtion serta PT Oceanias Timber Products sudah
menyiapkan anggaran secara khusus untuk penyelesaian konflik setiap tahun
yang dirinci sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik.

Verifier Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
424
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian : |a) PBPH PT Oceanias Timber Products sudah menetapkan rencana resolusi
Singkat konflik di areal PBPH nya, sesuai Identifikasi dan Pemetaan Serta Resolusi
Justifikasi Konflik Tahun 2024 dan 2025
b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a),belum memuat :
- Sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun
sebelumnya;
- Tata waktu;
- Alokasi sumber daya (SDM dan biaya);
- Mekanisme kerja;
- Monitoring dan evaluasi
- dan dimasukan dalam RKUPH/RPKH
c) PT Oceanias Timber Products sudah menyusun rencana resolusi konflik
pada tahun 2024 dan 2025 , sudah memuat sasaran yang jelas, namun belum
dimasukan dalam RKUPH/RPKH.
Verifier Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.
425
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Pada periode Penlikan ke-3 (Tahun 2026), PT Oceanias Timber telah menyusun
Singkat realisasi kronologis penanganan konflik yang ada di arealnya : Tahun 2024 telah
Justifikasi menyusun kronologis penanganan konflik di arealnya terkait penambangan illegal
yang ada di KM 79 (Sungai marah) pada tanggal 16 Maret s.d 17 Juni, dalam upaya
penyelesaian konflik dengan mengikutsertakan para pihak Lembaga Adat,
Pemerintah Desa dan Muspika (Polsek Muara Wahau) sampai ke Polda Kaltim
PT Oceanias Timber Productss telah menyusun realisasi kronologis penanganan
konflik tahun 2024, namun tahun 2025 belum merealisasikan penanganan konflik
serta belum dilaporkan secara periodik setiap semester (6 bulanan) dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang.
Verifier Legalitas kemitraan konsesi hutan
426
Bobot 2
NILAI BURUK
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Uraian Bedasarkan hasil telaah dokumen, PT Oceanias Timber Products belum memiliki
Singkat dokumen Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan konsesi hutan yang sesuai dengan
Justifikasi ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285
Tahun 2025 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Nilai Kinerja 15/27 x 100% = 55,56 % = BURUK
Indikator 4.2
3. | Indikator Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil
4.3 antar para pihak
a. | Verifier Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
4.3.1 setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH oleh pemegang PBPH.
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian : lay PBPH PT Oceanias Timber Products melakukan kegiatan pendataan
Singkat masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
Justifikasi tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT

Oceanias Timber Products tertuang :

- Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar PBPH PT Oceanias Timber
Productss Tahun 2024 (Peta Kelola Sosial) skala 1 : 300.000, areal PT
Oceanias Timber Productss masuk wilayah administrasi desa Marah
Halog, Lung Melah Kec. Telen dan Long Nyelong Kec. Busang, pada
periode audit PT Oceanias Timber Productss beroperasi di wilayah desa
Marah Haloq dan Lung Melah

- Petaldentifikasi Rawan Konflik pada areal PT Oceanias Timber Productss
tahun 2026, skala 1 : 250.000, areal pemanfaatan lahan oleh Masyarakat
yang berada di dalam konsesi seluas 3,83 Ha ( kebun sawit ) berlokasi di
kilometer 45

- Peta Rawan Konflik pada areal PT PT Oceanias Timber Productss, skala
1:250.000, di areal konsesi ada 3 titik potensi konflik

- Rekap Data Hasil Pemanfaatan HHNK Masyarakat Desa Lung Melah dan
Marah Halog di Kawasan PT Oceanias Timber Productss periode 2024 -
2026, yang memanfaatkan HHNK dari desa Lung Melah ada 16 orang dan
desa Marah Halog ada 20 orang (HHNK yang dimanfaatkan yaitu Madu,
Rotan dan Durian Hutan), tidak dilengkapi peta.

- RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 a.n. PT OTP sesuai dengan SK.
Nomor : SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli
2023, dalam dokumen tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan
operasional PT Oceanias Timber Productss (termasuk kegiatan kelola
sosial) dan desa-desa yang ada di sekitar areal PT Oceanias Timber
Productss

- RKTPH PT Oceanias Timber Products Tahun 2024 - 2026, yang disahkan
secara self approval oleh Direktur PT Oceanias Timber Productss. Pada
dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun
sebelumnya dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial pada tahun berjalan
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- BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2024 dan 2025
- Pemanfaatan Tenaga kerja Lokal oleh PT Oceanias Timber Products
Tahun 2024 sebesar 62,12 % dan Tahun 2025 sebesar 63,64 %
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir
a):
- Data dan informasi belum mencakup seluruh desa yang berada di sekitar
areal PBPH PT Oceanias Timber Products
- Belum memilki data areal kebun/klaim Masyarakat secara menyeluruh
- Belum memilki laporan Sosial Impact Assesment (SIA)
¢) PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH seperti data Peta
sebaran desa, RKUPH, Rekap pemanfaatan HHNK dan karyawan lokal dan
non lokal tahun 2024 dan 2025.

Verifier
4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menetapkan kebijakan atau
prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :

1) Prosedur Identifikasi hak-hak dasar masyarakat (OTP.059) tanggal 05
Mei 2021, dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General
Manager (Suhendra)

2) Prosedur Pemanfaatan HHBK (OTP.060) tanggal 02 Mei 2023, dibuat
oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General Manager (Suhendra)

3) Prosedur Pemberian Dana Kompensasi (OTP.051) tanggal 02 Mei 2023,
dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General Manager
(Suhendra)

4) Prosedur Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (OTP.061) tanggal
02 Mei 2023, dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General
Manager (Suhendra)

5) Prosedur Penerimaan Karyawan (OTP.062) tanggal 03 Januari 2022,
dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General Manager
(Suhendra)

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
belum mencakup seluruh masyarakat setempat.

c) PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian mekanisme terkait
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan
sebagian telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, namun belum
mendapat persetujuan dari masyarakat

Verifier
433

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian
Singkat
Justifikasi

: |a) PBPH PT Oceanias Timber Products telah menetapkan kebijakan atau

prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :
1) RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 a.n. PT Oceanias Timber Productss
sesuai dengan SK. Nomor : SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1/7/2023
tanggal 17 Juli 2023.

2) RKTPH PT Oceanias Timber Productss Tahun 2024 - 2026,

3) Rencana Operasional Kelola Sosial PT Oceanias Timber Products Tahun
2024 & 2025, RO hanya berisi rencana pembayaran Fee kompensasi saja.

4) Kesepakatan Bersama antara Manajer Camp PT Oceanias Timber
Productss (Bpk. Suradi) dengan Desa Marah Haloq (Kepala Desa, BPD,
Kepala Adat) dan Desa Lung Melah (Kepala Desa, BPD, Kepala Adat)
tanggal 3 April 2023 terkait kompensasi Fee kayu.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai
belum mencakup seluruh masyarakat setempat

c) PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen rencana pemegang
PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum mengakomodir
aspirasi Masyarakat.

d. | Verifier
434

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Oceanias Timber Products telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan
aktifitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :
1) Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024 -
2025, rata - rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja)
2) Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada :
a. Tahun 2024 : Tenaga kerja lokal Tahun 2024 sebesar 62,12 % ( ada 41
orang dari 66 karyawan)
b. Tahun 2025 :Tenaga kerja lokal Tahun 2025 sebesar 63,64 % ( ada 42
orang dari 66 karyawan)
c. Rata-rata tahun 2024 dan 2025 = 62,88 %
3) Realisasi Kemitraan dengan masyarakat masih belum ada, atau sebesar 0 %
4) Pembayaran Fee Kompensasi sesuai kesepakatan, atau sebesar 100 %
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT
Oceanias Timber Products sebesar : (0 + 62,88 + 0 + 100) % : 4 = 40,72 % (<
50 %)
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan
ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 40,72 % (> 50%) dari
rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

10/15x100% = 66,67 % = SEDANG
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Indikator Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
4.4 perundangan yang berlaku
Verifier Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
441 lingkungan Pemegang PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi
Singkat kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan
Justifikasi meliputi :
1. Pembayaran fee produksi sesuai kesepakatan
2. Pemberian Dana CSR ke desa binaan secara bergantian
3. Perbaikan jalan poros Kecamatan Telen
4. Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat.
Program kegiatan Kelola Sosial PT Oceanias Timber Products berdasarkan
proposal/usulan dari desa/masyarakat yang masuk, selanjutnya dimintakan
persetujuan dari pimpinan dan baru dilaksanakan apabila sudah disetujui.
PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak, namun
belum disepakati program prioritas.
Verifier Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
442 pemegang PBPH sesuai ketentuan
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab
Singkat sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang
Justifikasi jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil

identifikasi tertuang dalam dokumen :

1) RKUPH PT Oceanias Timber Products periode 2023 - 2032 a.n. PT
Oceanias Timber Productss sesuai dengan SK. Nomor
SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023,
terdapat informasi rencana operasional PT Oceanias Timber Products
selama 10 tahun mendatang.

2) RKTPH PT Oceanias Timber Products Tahun 2024 - 2026

3) Rencana Operasional kelola sosial PT Oceanias Timber Products tahun
2024 dan 2025

4) Pemanfaat tenaga kerja lokal tahun 2024 dan 2025

9) Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saat
wawancara langsung diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat telah
mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung
jawab sosial dari PT Oceanias Timber Products, namun belum seluruhnya
diimplementasikan.

PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab
sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang
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jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil
identifikasi.

Verifier Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan
443 oleh pemegang PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Oceanias Timber Products memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung
Singkat jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain :
Justifikasi 1) Prosedur Pemberian Dana Kompensasi (OTP.051) tanggal 02 Mei 2023,
dibuat olen Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General Manager
(Suhendra)
2) Prosedur Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (OTP.061) tanggal
02 Mei 2023, dibuat oleh Manager Camp (Suradi) dan Disetujui General
Manager (Suhendra)
Prosedur yang ada memiliki sistematika yang mencakup tujuan, ruang lingkup,
dasar dan acuan, pelaksanaan kegiatan, prosedur pelaksanaan, lingkungan dan
K3, pelaporan, monitoring & evaluasi, pengendalian dan pengawasan dan
lampiran. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, prosedur tersebut belum
mengakomodir implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
terhadap masyarakat sekitar (seperti : pemberdayaan masyarakat melalui kerja
sama kemitraan, koperasi, dIl.)
PT Oceanias Timber Productss memiliki sebagian mekanisme terkait implementasi
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menjamin terlaksananya
program prioritas yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai
ketentuan
Verifier Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
444 pemegang PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PT Oceanias Timber Products telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada
Singkat masyarakat sekitar dengan bukti :
Justifikasi 1) BA Pelaksanaan Padiatapa Nomor : 01/PT.OTP-HA/SOSIAL/VI/2024

tanggal 11 Juni 2024 tentang Sosialisasi Kegiatan Operasional PBPH di
areal PT Oceanias Timber Productss kepada masyarakat desa Marah
Halog dan Lung Melah Kec. Telen meliputi : Sosialisasi RKT Tahun 2024,
Program CD/CSR/Sosial/PMDH dan Program Kemitraan (peserta 20
orang)

2) BA Pelaksanaan Padiatapa Nomor : 01/PT.OTP-HA/SOSIAL/IX/2025
tanggal 16 September 2026 tentang Sosialisasi Kegiatan Operasional
PBPH di areal PT Oceanias Timber Productss kepada masyarakat desa
Marah Haloqg dan Lung Melah Kec. Telen meliputi : Sosialisasi RKT Tahun
2025, Program CD/CSR/Sosial/PMDH (peserta 16 orang)

3) BA Pelaksanaan Padiatapa Nomor : 01/PT.OTP-HA/SOSIAL/IV/2026
tanggal 25 April 2026 tentang Sosialisasi Kegiatan Operasional PBPH di
areal PT Oceanias Timber Productss kepada masyarakat desa Marah
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Halog dan Lung Melah Kec. Telen meliputi : Sosialisasi RKT Tahun 2024,
Program CD/CSR/Sosial/PMDH (peserta 24 orang)
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar secara langsung diperoleh
informasi bahwa PT Oceanias Timber Products telah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat desa terdampak terkait Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Blok RKT
Tahun Berjalan, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung, namun belum di jelaskan
secara detail terkait Kelola sosial.
PT Oceanias Timber Products telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat
sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada
masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, namun hanya sebagian bukti
proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi.

e. | Verifier
445

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Oceanias Timber Products memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola

Sosial tahun 2024 - 2025 sebagai berikut :

1) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial / CD PT Oceanias Timber
Products Tahun 2024 - 2025.

2) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial / CD PT Oceanias Timber Products
Tahun 2024 - 2025

Rekapitulasi kegiatan kelola sosial PT Oceanias Timber Products tahun 2024 -

2025 sebagai berikut

e Tahun 2024 realisasi mencapai 57,94 %
e Tahun 2025 realisasi mencapai 106,54 %
e Rata-rata 2 tahun sebesar 82,24 %

PT Oceanias Timber Products telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab
Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 82,24 % dari
rencana, serta didukung dengan dokumentasi berupa Berita Acara Serah Terima
Bantuan. Namun, merujuk kepada Dokumen Rencana Kerja Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan PT OTP, terdapat item kegiatan yang tidak terlaksana pada
Pengembangan sarana dan prasarana dan Pembinaan Kelembagaan masyarakat.
Hal ini belum sesuai dengan Pasal 167 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa PBPH wajib
melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana serta belum dilaporkan
kepada instansi terkait secara periodik atau 6 bulan sekali.

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

16 /24 x 100% = 66,67 % = SEDANG

5. | Indikator
45

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

a. | Verifier
451

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Oceanias Timber Products memiliki sarana hubungan industrial terhadap
karyawannya tertuang dalam :

e Peraturan perusahaan PT Oceanias Timber Products periode 2026 - 2028
yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor :
500.15.12.1/976/B.PHI & Jamsostek/2026 tanggal 23 Februari 2026
dengan masa berlaku sampai 22 Februari 2028, dan dilengkapi BA
Sosialisasi PP kepada karyawannya pada tanggal 26 Februari 2026
(peserta 15 orang)

e Di Lingkungan PT Oceanias Timber Products belum terbentuk Serikat
Pekerja namun terdapat Surat Pernyataan GM PT Oceanias Timber
Products Nomor : 009/0TP/SP/JKT/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang
kebijakan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk
membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

e PT Oceanias Timber Products belum memiliki lembaga LKS Bipartit yang
didaftarkan ke Disnakertrans

e Surat Pernyataan Karyawan PBPH PT Oceanias Timber Products tanggal
4 Januari 2025, tentang Hubungan Industrial antara manajemen PT
Oceanias Timber Products dengan karyawan berjalan baik dan menunjuk
beberapa karyawan sebagai perwakilan karyawan

e PT Oceanias Timber Products telah terdaftar menjadi anggota organisasi
pengusaha (APHI) dengan nomor anggota 238

e Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Oceanias Timber
Products Tahun 2026 yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 25
Februari 2026

e Terdapat contoh SPK an. Lukas Bilung (PKWT) dan Yoely Ngau (PKWT)
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e Tidak ada karyawan di bawah umur dimana karyawan termuda a.n. Ibnu
Buhari pada saat masuk kerja berumur 18 tahun, 6 bulan.

e Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.
PT Oceanias Timber Products memiliki  peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor
11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab 1V terkait
ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun
2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang
penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja
migran Indonesia.
PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen sarana hubungan
industrial yang legal dan belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang disepakati, serta belum memiliki LKS Bipartit yang
didaftarkan ke Disnakertrans.

Verifier
452

Implementasi kebijakan standar jenjang karier

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen standart jenjang karir yang
dituangkan dalam PP PT Oceanias Timber Products Periode 2026 — 2028 pada
Bab Il Pasal 11 - 12 tentang Penilaian Karya dan Promosi, Mutasi dan Degradasi.
Selain itu tersedia mekanisme/SOP jenjang karir seperti : Prosedur Penilaian
Karyawan (OTP.036) dilengkapi form untuk mengukur aspek pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja)

Implementasi kebijakan jenjang karir PT Oceanias Timber Products Tahun 2024 -
2025 :

No | Tahun | Promosi Nama Keterangan

1 | 2024 3 1. Muhammad Terdapat SK promosi
Muchlis R

2. Daniel Adi
Prabowo

3. Agus Budi Utomo

2 | 2025 1 1. Moh Zulfikar F Promosi Jabatan &
perubahan gaji

PT Oceanias Timber Products telah merealisasikan sebagian tahapan kebijakan
standar jenjang karier karyawan, dan sebagian dilengkapi dengan mekanisme
penilaian yang sesuai dengan Prosedur yang ada.

Telaahan terhadap struktur organisasi PT Oceanias Timber Products, masih
terdapat perangkapan jabatan oleh satu orang a.n. Satria Nur Aziz menjabat Kabag
Perencanaan merangkap Kasubbag Kurpet dan Gatot Pamungkas menjabat
Kabag Lingkungan merangkap Kelola Sosial.

PT Oceanias Timber Products memiliki kebijakan standar jenjang karier yang
berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah
diimplementasikan sebagian serta belum dilengkapi dengan proses penilaian
sesuai dengan mekanisme yang ada di PT OTP.

Verifier
453

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Oceanias Timber Products memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang
dalam peraturan perusahan PT Oceanias Timber Products periode 2026 - 2028
pada Bab Il Pasal 10 tentang Pelatihan dan pengembangan.

Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Oceanias Timber Products periode
tahun 2024 - 2025 sebagai berikut :

a) Tahun 2024 realisasi 39 dari rencana 44 ( 88,64 %)
b) Tahun 2025 realisasi 9 darirencana 12 (75 %)

Rata - rata pengembangan kompetensi SDM PT Oceanias Timber Products melalui
pelatihan periode 2024 - 2025 sebesar 81,82 %

PT Oceanias Timber Productss memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk
pemenuhan kompetensi pada jenjang karier atau kebutuhan promosi, dan
terealisasi rata-rata sebesar 81,82 %, akan tetapi masih terdapat kekurangan
Ganis Binhut dan PKB namun tidak direncanakan untuk mengikutsertakan Diklat
Ganis Binhut dan PKB, serta pelatihan hanya sebatas Penilaian kinerja Ganis
sementara untuk pelatihan yang lain masih belum direncanakan.
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d. | Verifier Pemenuhan hak — hak kesejahtraan karyawan
454
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Oceanias Timber
Singkat Products tercantum dalam :
Justifikasi e PP PT Oceanias Timber Products Periode tahun 2026 - 2028 Bab Il Pasal
8 ( Sistem pengupahan) dan Bab Ill Pasal 13 - 20 tentang Satunan
Kecelakaan kerja dan kematian, tunjangan hari raya, perawatan dan
pengobatan, dan tunjangan dan fasilitas lainnya.
e SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.494/2025 tanggal 1
Januari 2026 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur
Tahun 2026 sebesar Rp. 4.067.436,-.
e Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. HT dan YW, upah yang diterima
sama diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Timur, dan dibayarkan setiap
tanggal 17.
e Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari 2026 sebesar
Rp. 3.620.424,- dan Maret 2026 sebesar Rp. 3.620.424,- dan contoh kartu
perserta BPJS Ketenagkerjaan an. Fauzi Dwi Suharman dan Ade
Syafrudin.
e Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2026 sebesar Rp.
1.512.500,- dan Februari 2026 sebesar Rp. 1.512.500,- dan contoh kartu
BPJS Kesehatan an. Heruansyah dan Satria Nur Aziz.
e Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp PT Oceanias Timber Productss
Camp Produksi KM 79 dan Camp KM 72 , secara umum kurang memadai
(tidak tersedia Klinik, Ibadah, Sarana Olahraga), kondisi mes karyawan
yang ada cukup layak, terkait fasilitas kesehatan di Camp KM 72 & KM 75
belum tersedia Klinik Perusahaan hanya ada kotak P3K, dan apabila ada
karyawan yang sakit dirujuk di Puskesmas/Mantri yang ada Desa Marah
Haloq di KM 0 (perjalanan 1,5 jam)
Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. MF) diperoleh informasi bahwa PT
Oceanias Timber Products telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan
kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada
PT Oceanias Timber Products memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan lainnya, namun
belum seluruhnya diterapkan sesuai standar yang berlaku.
Nilai Kinerja 12 /18 x 100% = 66,67 % = SEDANG
Indikator 4.5

Berdasarkan Nilai Kinerja

Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang

dicapai = 40 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 63,49 % dengan perhitungan sebagai

berikut :
. Nilai Kinerja Nilai Kematangan | Nilai Kinerja Indikator
AL BEIFES [EllELES Indikator Indikator Maksimal
1. PRASYARAT 1.1 Baik 3 3
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1.2 Sedang 2 3

1.3 Baik 3 3

1.4 Sedang 2 3

1.5 Sedang 2 3

2.1 Sedang 2 3

2.2 Sedang 2 3

PRODUKSI 2.3 Buruk 1 3
24 Sedang 2 3

2.5 Sedang 2 3

2.6 Buruk 1 3

3.1 Buruk 1 3

3.2 Sedang 2 3

EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
34 Sedang 2 3

3.5 Sedang 2 3

41 Sedang 2 3

4.2 Buruk 1 3

SOSIAL 4.3 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3

4.5 Sedang 2 3

Jumlah 40 63

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 40 /63 x 100% = 63,49 %
SEDANG
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4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

1. | PRINSIP 1

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak
Pengelolaan

a. | Verifier
111.a

Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka
diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK PBPH PT Oceanias Timber
Products telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan
dokumen legal tersebut sebagai berikut :

Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA atas nama PT Oceanias Timber Products yaitu
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/MENHUT-11/2005 Tanggal 9 Desember 2005
tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT
Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 67.030 Hektar di Provinsi
Kalimantan Timur dan dilampirkan Peta dengan Skala Peta 1 : 100.000 yang
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE., M.Si. dan dicap stempel
Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.851/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUT-
1112005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Perpanjangan izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products atas Areal Hutan Produksi
seluas + 67.030 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Selain itu PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen legal yang
berkaitan dengan administrasi pendirian Perseroan Terbatas dan legalitas
lainnya sebagai berikut :

Akta Pendirian Perusahaan atas nama PT Overseas Timber Products No. 73 Tanggal
26 Juni 1971 Notaris Ridwan Suselo, SH di Jakarta (Pendirian atas nama PT Overseas
Timber Products). Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman No.
Y.A.5/485/1,- Tanggal 26 September 1977,

Akta Perubahan No. 50 tanggal 15 Juli 2014 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo
Pharmanto, S.H. di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-23628.40.22.2014 Tanggal 12 Agustus 2014, dengan
daftar Perseroan No. AHU-0080840.40.80.2014 Tanggal 12 Agustus 2014;

Akta Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H.
MKn. Yang berkedudukan di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0935797.AH.01.02.Tahun 2015 Tanggal 26
Mei 2015, dengan daftar Perseroan No. AHU-AHU-3509097.AH.01.11.Tahun 2015
Tanggal 26 Mei 2015.

NPWP No. 01.001.904.0-722.001 atas nama PBPH PT Oceanias Timber Products;
Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atas nama
PT Oceanias Timber Products dengan Nomor Induk Berusaha 9120002111093
diterbitkan di Jakarta tanggal 19 Januari 2019 dan dicetak tanggal 10 April 2025.

b. | Verifier
111b

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan
(N/A jika tidak ada)

Nilai

Not Applicable

Uraian
singkat
justifikasi

Pada areal PBPH PT Oceanias Timber Products tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan.
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PRINSIP 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Verifier Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)
211.a dengan lampiran- lampirannya.

Nilai Memenuhi

Uraian Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 - 2032
singkat atas nama PT Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur yang telah
justifikasi disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun
2023 - 2032 skala 1:50.000 untuk areal 67.030 Ha yang dibuat dan
ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan; Fauzi Dwi Suharmawan

(No.Reg.01220006628), diketahui oleh Direktur Utama PT Oceanias Timber

Products; TEDDY SALIM dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. AGUS

JUSTIANTO, M.Sc. / NIP. 19630807 198803 1 001.

Beberapa poin utama yang disebutkan dalam dokumen SK RKUPH-PBPH

periode Tahun 2023-2032 atas nama PBPH PT Oceanias Timber Products

antara lain:

1. Penataan Areal Kerja PT Oceanias Timber Products seluas + 67.030 Ha
terdiri atas Kawasan Lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar seluas
7.686 Ha dan areal budidaya/produksi seluas + 59.344 Ha.

2. Jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), pemanfaatan
hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan
(penyerapan dan/atau penyimpanan karbon).

3. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan sistem silvikultur TPTI
dengan ketentuan:

a. Etatluas maksimum + 13.610 Ha/10 tahun,

b. Etat volume maksimum * 648.177,33 m3/10 tahun,

c. Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil
ITSP dengan intensitas sampling sebesar 100%.

d. Target luas dan volume tebangan diberikan dengan memperhatikan
rata-rata realisasi RKUPHHK periode tahun 2023-2032 sebesar 35%
dan faktor kinerja sebesar 45%. Selengkapnya target volume tebangan
tahunan yang diberikan sesuai SK RKUPH-PBPH periode tahun 2023-
2032 adalah sebagai berikut:

e. PT Oceanias Timber Products dapat menambah target volume
tebangan setelah tercapai 100% maksimal pada bulan Agustus tahun
berjalan dengan jumlah penambahan target maksimal sebesar 100%.

4. Rencana pemanfaatan hutan dengan sistem THPB meliputi:

a. Penyiapan lahan dan penanaman THPB dengan jenis Acacia sp.
Eucalyptus dan sengon dengan daur 5 tahun seluas + 13.033 Ha.

b. Penanaman sengon/Eucalyptus sp. Sebagai greenbelt pada areal blok
THPB yang berbatasan blok TPTI selebar minimal 500 meter.

c. Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia sp. Eucalyptus dan
sengon dengan daur 5 tahun seluas + 13.033 Ha terdiri dari:
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«¢ Daur | (tahun 2023-2027) seluas £+ 13.033 Ha dengan volume *
46.236 m3 (target volume pada kegiatan penyiapan lahan/land
clearing).

¢+ Daur Il (tahun 2028-2032) seluas + 13.033 Ha dengan volume +
1.303.300 m3 (volume pemanenan hasil replanting).

d. Target produksi penyiapan lahan dan pemanenan

5. Rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalaui kemitraan

kehutanan dengan pola agroforestri.

6. Rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan

dan/atau penyimpanan karbon disesuaikan dengan Dokumen Rancangan
Aksi Mitigasi (DRAM).

Verifier Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah
212a disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di
bidang kehutanan
e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
¢ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Nilai Memenuhi
Uraian a. Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 -
singkat 2032 atas nama PT Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur
justifikasi yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. SK.7526/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 2023 -
2032 skala 1:50.000 untuk areal 67.030 Ha yang dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH
Perencanaan Hutan; Fauzi Dwi Suharmawan (No.Reg.01220006628), diketahui oleh
Direktur Utama PT Oceanias Timber Products; TEDDY SALIM dan disetujui oleh a.n.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc. / NIP. 19630807 198803 1 001.

Terdapat Laporan Utama Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Berbasis
Gabungan Terestris dan Citra Satelit (Quick IHMB) PT Oceanias Timber Products yang
telah dilaksanakan meliputi areal efektif PBPH PT Oceanias Timber Products yaitu seluas
67.030 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen IHMB PT
Oceanias Timber Products ditanda tangani oleh Direktur; Edward Saputera pada bulan Juli
2022. Laporan IHMB dibuat untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan (timber standing
stock) pada hutan alam secara berkala pada tegakan hutan yang sama dan sebagai bahan
dasar penyusunan RKPUH sepuluh tahunan.

Diverifikasi dokumen RKTPH yang disusun oleh PT OTP telah mengacu
pada dokumen RKUPH dan disahkan secara self approval melalui aplikasi
SIPASHUT. Pada rentang waktu audit (Oktober 2024 s.d November 2026),
dokumen RKTPH yang diverifikasi ada 3 yaitu RKTPH Tahun 2024, RKTPH

Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

- RKTPH Tahun 2024 PT Oceanias Timber Products yang disusun
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh
Direktur PT Oceanias Timber Products melalui SK No. 002/OTP/DIR-
RKTPH/I1/2024 tanggal 18 Januari 2024. Buku RKTPH Tahun 2024
dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2024 PT Oceanias
Timber Products dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH
Canhut (Fauzi Dwi Suharmawan / No. Reg. 01220006628) dan disetujui
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oleh Direktur PT Oceanias Timber Products (Edward Saputera).
Adapun target Murni RKTPH Tahun 2024 dengan luas 1.039,70 ha,
jumlah pohon 11.191 dan volume 26.624,10 m? dan Target Carry Over
RKTPH 2023 dengan luas luas 1.560,51 ha, jumlah pohon 7.024 dan
volume 19.313,48 m3;

RKTPH Tahun 2025 PT Oceanias Timber Products yang disusun
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh
Direktur PT Oceanias Timber Products melalui SK No. 019/0TP/DIR-
RKTPH/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025. Buku RKTPH Tahun 2025
dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Oceanias
Timber Products dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH
Canhut (Fauzi Dwi Suharmawan / No. Reg. 01220006628) dan disetujui
oleh Direktur PT Oceanias Timber Products (Edward Saputera).
Adapun target Murni RKTPH Tahun 2025 dengan luas 1.208,90 ha,
jumlah pohon 9.199 dan volume 24.847,43 m3 dan Target Carry Over
RKTPH 2024 dengan luas luas 616,70 ha, jumlah pohon 8.108 dan
volume 19.152,30 m3 ;

RKTPH Tahun 2026 PT Oceanias Timber Products yang disusun
secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh
Direktur PT Oceanias Timber Products melalui SK No. 013/OTP/DIR-
RKTPH/IV/2026 tanggal 10 April 2026. Buku RKTPH Tahun 2026
dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2026 PT Oceanias
Timber Products dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH
Canhut (Fauzi Dwi Suharmawan / No. Reg. 01220006628) dan disetujui
oleh Direktur PT Oceanias Timber Products (Edward Saputera).
Adapun target Murni RKTPH Tahun 2026 dengan luas 1.071,20 ha,
jumlah pohon 7.926 dan volume 21.767,82 m3 dan Target Carry Over
RKTPH 2025 dengan luas luas 1.019,50 ha, jumlah pohon 6.926 dan
volume 20.601,54 m3,

Verifier Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

221a

Nilai Memenuhi

Uraian a. PT Oceanias Timber Products merupakan PBPH-HA yang memiliki data
singkat potensi dari tegakan kayu alam (tumbuh alami) pada Blok TPTI dan Blok
justifikasi THPB yang tertuang dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Adapun dokumen

LHC yang tersedia pada rentang waktu audit yaitu :

LHC pada Blok TPTI RKT Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026
dengan intensitas 100% dan dilengkapi dengan buku LHC, Rekapitulasi
LHC, Peta Sebaran Pohon dan Pakta Integritas;

LHC pada Blok THPB RKT Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026
dengan intensitas 100% dan dilengkapi dengan buku LHC, Rekapitulasi
LHC dan Pakta Integritas.

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok RKTPH 2024,
2025 dan 2026 dijumpai penandaan cruising yaitu berupa label kuning berisi
id barcode untuk pohon yang direncanakan ditebang dan label kuning berisi
informasi Tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis dan diameter untuk
pohon inti.
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Verifier
2.21b

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti
implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Terdapat lampiran peta RKTPH Tahun 2025 dan lampiran peta RKTPH
Tahun 2026 PT Oceanias Timber Products, dengan skala 1 : 50.000 yang
memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, KPSL, KPPN, Kebun
Benih dan PUP. Kawasan lindung tergambar di peta dengan warna merah.

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza
maps, terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai tanda
batas, diantaranya :

- Sempadan Sungai Bulog yang berada di Blok RKTPH Tahun 2024,
yang penandaanya berupa plang/ sign board dan cat kuning polet 1 (1)
dan berada pada koordinat N 1012’ 25,56" dan E 116028’ 11,316”;

- PUP yang berada di Blok RKTPH Tahun 2024, yang penandaanya
berupa plang/ sign board dan cat merah polet ( /) dan berada pada
koordinat N 1012’ 25,56 dan E 116928’ 11,316".

Verifier
221.¢

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Oceanias Timber Products memiliki lampiran peta RKTPH Tahun 2025 dan peta
RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi
Blok dan petak tebangan. Blok & Petak RKTPH 2025 digambarkan dengan blok kuning di
arsir ( /) dengan identitas Romawi XIII (tigabelas) dan Blok & Petak RKTPH 2026
digambarkan dengan blok kuning di arsir (/) dengan identitas Romawi XIV (empatbelas).

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps terkait
penandaan batas Blok dan petak dijumpai adanya penandaan, diantaranya:

- Batas blok RKTPH 2026 ditandai dengan plang/sign board dan cat merah polet 2 (//)
berada pada koordinat N 10 12" 1,634” E 116° 27' 10,367" ;

- Batas petak AD10 pada RKTPH 2026 dengan petak AC10, AC11 pada RKTPH 2025
dengan petak AD11 pada RKTPH 2024 ditandai dengan patok kayu bagian atas dicat
merah dan dilengkapi label merah bertuliskan nomor petak berada pada koordinat N
1012'1,632" E 1160 27° 10,365” ;

- Batas blok RKTPH 2025 ditandai dengan patok (titik ikat), plang/sign board dan cat
merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 1012 1,634” E 116° 27’ 10,367 ;

- Batas petak AD11 pada RKTPH 2024 dengan petak AC11 pada RKTPH 2025 ditandai
dengan papan nama dan cat merah polet 2 (//) berada pada koordinat N 10 12’ 1,893"
E 1160 27’ 35,549";

- Batas petak AC11 dan petak AC12 pada RKTPH 2025 ditandai dengan papan
nama dan cat merah polet 1 (1) berada pada koordinat N 1° 12’ 1,893" E 116°
27" 35,549".

Verifier
221d

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Berdasarkan dokumen RKUPH PBPH PT Oceanias Timber Products
periode Tahun 2023-2032, terdapat Rencana Pemanfaatan Hutan dengan
sistem tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) meliputi Penyiapan lahan
dan penanaman THPB dengan jenis Acacia sp. Eucalyptus dan sengon
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dengan daur 5 tahun seluas + 13.033 Ha. Pemanfaatan Daur | (tahun 2023-
2027) seluas + 13.033 Ha dengan volume + 46.236 m3 (target volume pada
kegiatan penyiapan lahan/land clearing).

b. Kegiatan pemanfaatan kayu alam dengan sistem THPB telah direncanakan
dalam dokumen RKTPH tahun 2024, 2025 dan 2026, namun demikian
sampai pada saat kegiatan audit Penilikan ke-3 dilaksanakan, masih belum
terdapat realisasi produksi/ penyiapan lahan pada Blok THPB tersebut.

PRINSIP 3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang

3.1.1.a

Nilai Memenuhi

Uraian a. Pada periode audit (Oktober 2024 s.d April 2026), PT Oceanias Timber Products
singkat telah membuat/ menerbitkan buku ukur atas pemanfaatan kayu alam/ tumbuh
justifikasi alami pada Blok TPTI dan telah terupload di SIPUHH dengan total 10 set Buku

Ukur dengan jumlah 3.098 batang dan volume 15.126,67 m3, dengan rincian

sebagai berikut :

- Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2024 periode Oktober s.d
Desember 2024 yaitu sebanyak 6 set buku ukur dengan jumlah 2.197 batang
dan volume sebesar 10.198,73 m3;

- Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2025 periode Januari s.d
Desember 2025 yaitu sebanyak 4 set buku ukur dengan jumlah 901 batang
dan volume sebesar 4.927,94 m3;

- Periode Januari s.d April 2026 pada RKTPH Tahun 2026 belum terdapat
Penerbitan Buku ukur.

. Sedangkan pada RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 di Blok THPB pada periode

audit belum terdapat kegiatan penebangan / pemanfaatan kayu alam, sehingga
belum terdapat penerbitan buku ukur.

. Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar

penerbitan LHP. Pada periode audit (1 Maret 2023 s.d 31 Januari 2025), PT
Oceanias Timber Products telah menerbitkan LHP atas pemanfaatan kayu alam/
tumbuh alami dan telah terupload di SIPUHH dengan total 14 set LHP dengan
jumlah 3.098 batang dan volume 15.126,67 m?, dengan rincian sebagai berikut :

- Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2024 periode Oktober s.d Desember
2024 yaitu sebanyak 6 set LHP dengan jumlah 2.197 batang dan volume
sebesar 10.198,73 m?;

- Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2025 periode Januari s.d Desember 2025
yaitu sebanyak 4 set LHP dengan jumlah 901 batang dan volume sebesar
4.927,94 m3;

- Periode Januari s.d April 2026 pada RKTPH Tahun 2026 belum terdapat
Penerbitan LHP.

. Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada

periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP
pada RKT Tahun 2024 telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan
yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Oceanias Timber Products berdasarkan SK
Nomor: 08/0TP/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan penerbitan LHP pada RKT Tahun
2025 telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah
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ditetapkan oleh Direktur PT Oceanias Timber Products berdasarkan SK Nomor:
005/0TP-HA/VIIII2025 tanggal 9 Agustus 2025.

d. LHP pada RKTPH Tahun 2024 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Agus
Rihwan dengan No. Register : 23220007579 yang telah memiliki Persetujuan
Penugasan GANISPH Nomor : 111223169 tanggal 28 Desember 2023, berlaku s.d
28 Desember 2024 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit LHP di TPK
Hutan dengan Nomor : 118046492676 tanggal 28 Desember 2023, berlaku s.d 28
Desember 2024.

e. LHP pada RKTPH Tahun 2025 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Mohd
Nuryatim dengan No. Register : 23250023183 yang telah memiliki Persetujuan
Penugasan GANISPH Nomor : 130725015 tanggal 7 Juli 2025, berlaku s.d 4 Juli
2028 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit LHP di TPK Hutan dengan
Nomor : 134555983769 tanggal 28 Juli 2025, berlaku s.d 28 Juli 2026.

f. Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada
di lokasi PBPH-HA PT Oceanias Timber Products yaitu dijumpai diantaranya :

- Petugas operator SIPUHH atas nama Fauzi Dwi Suharmawan, yang ditunjuk
oleh Direktur PT Oceanias Timber Products berdasarkan SK Nomor:
005/0TP/1/2024 Tanggal 4 Januari 2024.

- Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang berada di basecamp Km
72 PT Oceanias Timber Products.
g. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi TPn dan TPK Hutan Km 75, TPK Antara
Km 55 dan TPK Antara Km 0 seluruhnya telah dipasang label id barcode dan telah
di LHP-kan. Dengan demikian diverifikasi fisik kayu telah sesuai pada setiap simpul
dan seluruhnya telah di LHP-kan.

Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
3.1.2a angkutan yang sah

Nilai Memenuhi

Uraian a. PT Oceanias Timber Products telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan
singkat kayu di areal PBPH PT Oceanias Timber Products yaitu lokasi TPn, TPK Hutan
justifikasi dan TPK Antara, diantaranya :

- Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2024, 2025 dan 2026
berdasarkan SK Direktur PT Oceanias Timber Products;

- Penetapan Lokasi TPK Antara Km 55 yang berada di dalam kawasan hutan
PBPH PT Intertropic Aditama yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor: 522.110.1/168/Kpts/TPK-
Antara/DK-I1I/2021  tanggal 25 Oktober 2020 jo. SK  Nomor:
500.4.3.11/7959/Kpts/DK-11/2025 Tanggal 24 November 2025 dan berlaku 5
tahun s/d 23 November 2030;

- Penetapan Lokasi TPK Antara Km 0 berdasarkan SK Direktur PT Oceanias
Timber Products;

- Penetapan Lokasi TPK Antara Segihan berdasarkan SK Direktur Utama PT
Oceanias Timber Products.

b. Berdasarkan SK Penetapan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara, diverifikasi pada
rentang waktu audit simpul PUHH yaitu TPK Hutan Km 75, TPK Antara Km 55,
TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Segihan dengan rute tujuan sebagai berikut :

- Dari TPK Hutan Km 75 menuju TPK Antara Km 55 menggunakan logging truck
dengan jarak kurang lebih £20 km;
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- Dari TPK Hutan Km 55 menuju TPK Antara Km 0 menggunakan logging truck
dengan jarak kurang lebih 55 km;

- Dari TPK Antara Km 0 Desa Marah Halog Kab. Kutim menuju TPK Antara
Segihan Kab. Kutai Kartanegara menggunakan Rakit;

- Dari TPK Antara Segihan menuju Industri menggunakan Rakit dan/ atau
Tongkang.
c. Pada periode audit PT Oceanias Timber Products telah menunjuk GANISPH PKB
sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui
SIGANISHUT, yaitu sebagai berikut :

- Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Km 55 dan atas nama
Heruansyah dengan No. Register : 23250023181;

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Segihan dan atas nama
Eddy Rahman Nur dengan No. Register : 23250015789;

- P3KB di TPK Antara Km 55 atas nama Tri Feri Adisurya dengan No. Register :
23230007318,;

- P3KB di TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Segihan atas nama M. Fajar dengan
No. Register : 23250023182.

d. Pada rentang waktu audit (Oktober 2024 s.d April 2026), PT Oceanias Timber
Products telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan
dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu
seperti pada tabel berikut :

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Km 55
dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 321 set dokumen
SKSHHK dengan jumlah 3.853 batang dan volume sebesar 21.332,05 md.
SKSHKK di TPK Hutan menuju TPK Antara Km 55 diterbitkan oleh GANIS PKB
atas nama Heruansyah dengan No. Register : 23250023181;

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 55 menuju TPK Antara Km 0
dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 312 set dokumen
SKSHHK dengan jumlah 3.569 batang dan volume sebesar 19.876,51 m3.
SKSHKK di TPK Antara Km 55 menuju TPK Antara Km 0 diterbitkan oleh
GANIS PKB atas nama Heruansyah dengan No. Register : 23250023181;

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara
Segihan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 9 set dokumen SKSHHK
dengan jumlah 2.873 batang dan volume sebesar 15.360,03 m3. SKSHKK di
TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara Segihan diterbitkan oleh GANIS PKB
atas nama Eddy Rahman Nur dengan No. Register : 23250015789;

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Segihan menuju Industri dengan
menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 11 set dokumen
SKSHHK dengan jumlah 2.861 batang dan volume sebesar 15.274,23 m?.
SKSHKK di TPK Antara Segihan menuju Industri diterbitkan oleh GANIS PKB
atas nama Eddy Rahman Nur dengan No. Register : 23250015789.

e. Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Km 55, TPK
Antara Km 55 menuju TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Km 0 menuju TPK Antara
Segihan telah diterima dan dimatikan oleh P3KB atas nama Tri Feri Adisurya
dengan No. Register : 23230007318, M. Fajar dengan No. Register : 23250023182
dan terdapat pembubuhan stempel telah digunakan dihalaman depan dokumen
SKSHHK, hal ini telah sesuai dengan BAB VIl pasal 263 ayat 1 PerMenLHK
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Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan
Pengangkutan.

f. Terdapat penerbitan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) pada di lokasi TPK
Hutan, TPK Antara Km 55, TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Segihan dengan
total 942 batang dan volume 2.551,59 m3.

g. Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat periode audit untuk lokasi TPK
Hutan, TPK Antara Km 55, TPK Antara Km 0 dan TPK Antara Segihan, dengan
rincian stok sebagai berikut :

TPKHutan | TPK AntaraKm 55 | TPK Antara Km 0 TPK Antara
No Uraian Segihan

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3
1 | Stok Awal 1572 | 8,024.73 128 504.53 239 | 1,214.61
2 | Penambahan
a | LHP 3,098 | 15,126.67

Kayu dari
TPK Hutan

3 | Pengurangan

Kayu keluar
dari TPK
Hutan ke
industri

b | DKDS 678 | 1,361.82 147 630.27 105 473.70 12 85.80
4 | Stok Akhir 139 45753 | 265 | 1,329.80 830 | 5,257.39

h. Selanjutnya dilakukan uji petik sebanyak 5 set terhadap dokumen angkutan
(SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu
pada periode audit yaitu sebagai berikut :

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.5376809 tanggal 11 Mei 2025 dengan jumlah 327
batang dan volume 1.617,96 m3 dan tujuan penerima PT Dharma Putra
Kalimantan Sejati, telah sesuai dengan Invoice No. 05/JP-SMD/INV/VI/2025
tanggal 2 Juni 2025;

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.5387438 tanggal 13 Mei 2025 dengan jumlah 186
batang dan volume 1.119,91 m?3 dan tujuan penerima PT Segara Timber CO,
telah sesuai dengan Invoice No. 03/JP-SMD/INV/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.6445253 tanggal 10 Desember 2025 dengan
jumlah 323 batang dan volume 1.657,57 m3 dan tujuan penerima PT Kayu
Merapi Internusa, telah sesuai dengan Invoice No. 09/JP-SMD/INV/XI1/2025
tanggal 11 Desember2025 2025;

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.6507066 tanggal 26 Desember 2025 dengan
jumlah 114 batang dan volume 523,92 m3 dan tujuan penerima PT Kayu Merapi
Internusa, telah sesuai dengan Invoice No. 11/JP-SMD/INV/XI1/2025 tanggal 26
Desember 2025;

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.6507052 tanggal 26 Desember 2025 dengan
jumlah 447 batang dan volume 2.609,44 m3 dan tujuan penerima PT Aksha
Karunia Mill, telah sesuai dengan Invoice No. 12/JP-SMD/INV/XI1/2025 tanggal
29 Desember 2025.

3,853 | 21,332.05 | 3,569 | 19,876.51 | 2,873 | 15,360.03 | 2,861 | 15,274.23

Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak
3.13.a pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
Nilai Memenuhi
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Uraian
singkat
justifikasi

a. Stok kayu di lapangan sesuai LMKB per tanggal 30 April 2026 dengan total yaitu
1.234 batang dan volume 7.044,72 m3 terdiri dari stok TPK Hutan dengan jumlah
139 batang dan volume 457,53 m3, stok TPK Antara Km 55 dengan jumlah 265
batang dan volume 1.329,80 m3, stok TPK Antara Km 0 dengan jumlah 2.067
batang dan volume 5.257,39 m3 dan stok TPK Antara Segihan Nihil.

b. Sampai dengan saat audit (6 Mei 2026) stok kayu seluruhnya berjumlah yaitu 1.234
batang dan volume 7.044,72 m? terdiri dari stok TPK Hutan dengan jumlah 139
batang dan volume 457,53 m3, stok TPK Antara Km 55 dengan jumlah 244 batang
dan volume 1.217,72 m3, stok TPK Antara Km 0 dengan jumlah 851 batang dan
volume 5.369,47 m3 dan stok TPK Antara Segihan Nihil.

c. Pada stok kayu setiap simpul tersebut dijumpai tanda-tanda PUHH pada kayu log
diantaranya cat biru yang berisi nomor produksi, label kuning berisi nomor produksi
dan label id barcode warna kuning.

d. Tanda PUHH vyaitu label id barcode pada kayu log bisa ditelusuri asal usulnya dari
tunggak kayu di petak tebangan sampai dengan tujuan akhir ke industri.

e. Selanjutnya dilakukan juga penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode dan
jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data
SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri
sampai ke petak tebangan.

Verifier
3.21.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Pada periode audit (Oktober 2024 s.d April 2026) diverifikasi realisasi produksi/
LHP atas pemanfaatan kayu alam/ tumbuh alami pada Blok TPTI dengan total
volume 15.126,67 m3 terdiri dari RKTPH Tahun 2024 (periode Oktober s.d
Desember 2024) dengan volume sebesar 10.198,73 m3 dan RKTPH Tahun 2025
(periode Januari s.d April 2026) dengan volume sebesar 4.927,94 m3. Terhadap
jumlah volume tersebut telah diterbitkan kode billing tagihan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) secara online melalui Sistem Informasi PNBP
Online (SIPNBP-SIMPONI). Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total
kewajiban pembayaran DR dan PSDH atas volume 15.126,67 m3 yaitu DR sebesar
Rp. 3.627.400.986 dan PSDH sebesar Rp. 1.209.555.820.

b. Terdapat denda keterlambatan atas LHP Bulan Desember 2024 (RKTPH Tahun
2024) dan LHP Bulan Desember 2025 (RKTPH Tahun 2025) total volume
15.126,67 m3, dengan tagihan PNBP yaitu DR sebesar Rp. 230.435.351 dan
PSDH sebesar Rp. 42.368.895.

c. Seluruh tagihan PNBP DR dan PSDH atas pemanfaatan kayu alam pada Blok TPTI
periode audit telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti
Penerimaan Negara (BPN) DR dan PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan
transfer dari Bank Mandiri yaitu DR sebesar Rp. 3.627.400.986 dan PSDH sebesar
Rp. 1.209.555.820.

d. Selanjutnya terhadap denda tagihan PNBP DR dan PSDH atas LHP Bulan
Desember 2024 (RKTPH Tahun 2024) dan LHP Bulan Desember 2025 (RKTPH
Tahun 2025) telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti
Penerimaan Negara (BPN) DR dan PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan
transfer dari Bank Mandiri yaitu DR sebesar Rp. 230.435.351 dan PSDH sebesar
Rp. 42.368.895.
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e. Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Oceanias Timber Products,
diverifikasi bahwa seluruh LHP termasuk denda keterlambatan telah dibayarkan
sesuai kewajiban dengan status “lunas” dan tidak terdapat tunggakan PNBP.

Verifier
3.31

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi
awal)

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Oceanias Timber Products telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari
(S-PHL) dengan Nomor 051.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan
tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh
LPVI PT Trustindo Prima Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Sub Lisensi
Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 38/SL-SVLK/017/0TP/6.2023 tanggal 27 Juni
2023. Diverifikasi Sertifikat PHL PT Oceanias Timber Products telah diperbaharui
yaitu Rev 2 Tanggal 9 November 2024 dengan Predikat SEDANG dan berlaku dari
tanggal 10 November 2021 s.d. 9 November 2027.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan
Nomor : Sustainable PHL-64-01-0026 yang terbubuh pada label ID Barcode pada
kayu bulat bagian bontos dan dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen
pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri.

c. Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman
Penggunaan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan

Verifier 4.1.1

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

PT Oceanias Timber Products telah memiliki dokumen AMDAL berupa :

a. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Tahun 1991, yang telah disetujui
oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 684/DJ-
VI/PA/91 tanggal 1 April 1991.

b. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 1994, yang telah
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor :
102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994.

c. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1994, yang telah

disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor :
102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994.

Verifier
412.a

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Terdapat dokumen RKL dan RPL pada PT Oceanias Timber Products yang
telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan
Nomor : 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994.

b. Dokumen RKL dan RPL PT Oceanias Timber Products disusun mengacu
pada dokumen SEL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL
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Departemen Kehutanan dengan Nomor : 684/DJ-VI/PA/91 tanggal 1 April
1991.

Verifier Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-

412b kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai
dengan matrik

Nilai Memenuhi

Uraian Selama rentang waktu audit (Oktober 2024 s.d April 2026) PT Oceanias Timber

singkat Products telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang

justifikasi dalam Laporan Pelaksanaan RKL & RPL Semester Il Tahun 2024, Semester |

& Il Tahun 2025. Laporan RKL & RPL telah disampaikan melalui online via
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai
dengan Tanda Terima Elektronik (TTE), dengan rincian sebagai berikut :

Pelaporan SIMPEL
No | Periode Waktu No. TTE Waktu Ket
Penyampaian ' Cetak TTE
Semester 1776133957- Iﬁ;.
1 | Il Tahun 14-04-2026 14-04-2026
20935 tata
2024
waktu
Semester 1777366221- lledsil;
2 | | Tahun 28-04-2026 28-04-2006
20935 tata
2025
waktu
Semester Sesuai
3 | Tahun | 30-04-2026 | 1777939344 | 55 04 2006 | tata
20935
2025 waktu

PT OTP telah menyampaian pelaporan RKL RPL periode Semester Il Tahun
2024, Semester | & Il Tahun 2025, namun sebagian belum sesuai dengan tata
waktu pelaporannya.

Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yaitu berupa :

a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan Lindung
Sempadan Sungai Buloq di Blok RKTPH 2024 berupa plang/ sign board dan
cat kuning polet 1 (1) dan berada pada koordinat N 1012’ 25,56 dan E 116°
28’ 11,316”;

b. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan Lindung
PUP di Blok RKTPH 2024 berupa plang/ sign board dan cat merah polet ( //
) dan berada pada koordinat N 1912’ 25,56” dan E 116928’ 11,316”;

c. Kegiatan pengelolaan berupa penanaman rehabilitasi di eks jalan TPn, jalan
sarad, kiri kanan jalan dan tanah kosong pada Blok RKTPH 2024 dengan
jenis meranti dan kapur;

d. Kegiatan pemantauan curah hujan dengan ombrometer yang berada pada
base camp Km 72;
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e. Kegiatan pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur pada eks jalan
sarad petak AD12 RKTPH 2024 dan eks TPn RKTPH 2024;

f. Kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dan Debit Air pada sungai
marah dan sungai bulog;

g. Pemasangan plang himbauan 1) dilarang Melakukan Kegiatan Pembukaan
Lahan, menebang pohon, berburu, meracun ikan dan menangkap satwa liar
yang dilindungi; 2) dilarang Membakar Hutan & Lahan; 3) dilarang berburu
satwa liar; 4) dilarang Menambang Emas;

h. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang
waktu audit yaitu berupa 1) bantuan perbaikan jalan; 2) bantuan BBM
(solar); 3) bantuan sarana ibadah; 4) bantuan hari besar agama dan 5)
bantuan fee produksi.

PT Oceanias Timber Products memiliki 2 regu inti yang terdiri dari 28 orang
(masing-masing regu terdiri dari 1 kepala regu dan 13 anggota regu) dan belum
sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal
35 ayat 1 yaitu 15 personil (1 ketua regu dan 14 anggota). Seluruh personil regu
inti belum memiliki kompetensi di bidang penanggulangan kebakaran tercantum
dalam PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat
(3)-

Berdasarkan daftar list sarpras dalkarhutla PT Oceanias Timber Products
periode April 2026, diverifikasi kondisi sarpras masih kurang dan belum lengkap
sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai PerMenLHK No.32 tahun 2016.

PRINSIP 5

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Verifier
511.a

Pedoman/prosedur K3

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Oceanias Timber Products telah memiliki dokumen Dokumen Identifikasi
Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PBPH PBPH PT Oceanias
Timber Products yang dibuat di Basecamp 72 pada tanggal 30 September
2021 oleh Petugas K3 (Ade Syafrudin dan diketahui oleh Manager Camp;
SURADI.

b. PT Oceanias Timber Products telah memiliki pedoman/ prosedur terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Prosedur Sistem Pedoman
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen telah diterbitkan di
Samarinda pada tanggal 5 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Camp
Manager; SURADI dan Menyetujui General Manager PBPH PT Oceanias
Timber Products; SUHENDRA.

c. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah ditetapkan
melalui SK Direksi PT Oceanias Timber Products No. 0067/OTP-
HA/JKT/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

d. P2K3 belum diajukan/ didaftarkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur dan/ atau Provinsi Kalimantan
Timur.

Verifier
51.1b

Ketersediaan peralatan K3
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Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Oceanias Timber Products memiliki daftar list peralatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) periode April 2026 yang dibuat oleh Ade Syafrudin
(Kabag Binhut) dan diketahui oleh Suradi (Manager Camp). Diverifikasi
peralatan K3 sesuai list terdiri dari 20 item.

b. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3
yang dimiliki oleh PT Oceanias Timber Products, yaitu berupa :

- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat di setiap bangunan antara lain
kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar dan Rumah Genset.

- Tersedia APD berupa Helm, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan
dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja
walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.

- Kotak P3K tersedia di kantor base camp km72 dengan obat yang kurang memadai
sesuai personil yang ada di lapangan.

- Pemasangan rambu-rambu K3 yaitu plang utamakan keselamatan dan kesehatan kerja
basecamp Km 72.

- Pemasangan rambu-rambu K3 di beberapa titik rawan kecelakaan.

- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena
menggunakan sistem lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka
rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur.

Verifier
511.c

Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PBPH PT Oceanias Timber Products telah membuat laporan kecelakaan
kerja periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang dibuat oleh Ade syafrudin
(Petugas K3) dan diketahui oleh Suradi (Manager Camp). Laporan
kecelakaan kerja periode Semester Il Tahun 2024, Semester | & Il Tahun
2025 telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda terima
penyerahan surat tertanggal 20 April 2026.

b. Terdapat arsip Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Tahun 2024 dan 2025
berupa laporan bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT
Oceanias Timber Products dengan kejadian kecelakaan kerja yaitu NIHIL.

c. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja sesuai hasil wawancara dengan Bapak Suradi selaku Management
Representatif (MR) dan personil yang telah ditunjuk sebagai penanggung-
jawab pelaksanaan K3 dilingkungan kerja PBPH PT Oceanias Timber
Products atas nama Ade Syafrudin antara lain:

- Mempersiapkan Standart Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan K3

- Sosialisasi pentingnya K3 (SOP) kepada karyawan dapat lebih sering
dilakukan secara informal.

- Fasilitasi penyedian keperluan peralatan APD.

- Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3
yang telah ditetapkan Management dengan melakukan breefing secara
periodik.

- Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja.
- Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3.
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- Pemasangan rambu-rambu bahaya pada titik-titik rawan, misalnya rambu
jalan.

Verifier 5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. Karyawan dan pekerja PT Oceanias Timber Products sampai dengan
pelaksanaan audit diketahui belum membentuk serikat pekerja, dan tidak
terdapat Serikat Pekerja PT Oceanias Timber Products.

b. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada
karyawan PT Oceanias Timber Products diperbolehkan untuk berserikat dan
berkumpul, vyaitu sesuai dengan Surat Peryataan Nomor :
009/0TP/SP/JKT/1/2024 tanggal 12 Januari 2024. Surat pernyataan tersebut
ditanda tangani oleh General Manager PBPH PT Oceanias Timber Products;
SUHENDRA.

c. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PBPH PT
Oceanias Timber Products diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui
tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam
surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang
berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.

Verifier 5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai

Memenuhi

Uraian
singkat
justifikasi

a. PT Oceanias Timber Products tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara PT Oceanias Timber Products dengan Serikat
Pekerja, namun demikian PT Oceanias Timber Products telah memiliki
dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara
karyawan/ pekerja dengan perusahaan.

b. PT Oceanias Timber Products diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan periode tahun 2026 — 2028 yang memuat hak dan kewajiban
antara karyawan dan manajemen perusahaan. Peraturan Perusahaan terdiri
dari 7 BAB dan 32 Pasal dan ditandatangani oleh Direktur (Edward Saputera)
dan pada setiap halaman telah distempel dan paraf dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

c. Peraturan Perusahaan PT Oceanias Timber Products periode tahun 2026 —
2028 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor ;
500.15.12.1/976/B.PHI&JAMSOSTEK/2026 tanggal 25 Februari 2026
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Oceanias Timber Products
Tahun 2026 - 2028 dan terdaftar dengan nomor register
08/PP/BPHI&JSTK/2026. Peraturan Perusahaan PT Oceanias Timber
Products berlaku 2 tahun terhitung mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai
dengan 22 Februari 2028.

Verifier 5.2.3

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai

Memenuhi
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